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BUPATI LAMONGAN 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR - 15 TAHUN 2008 

TENTANG 

RENCANA ^ERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD) 

KABUPATEN LAMONGAN TAhUN 2009 

' BUPATI UMONGAN 

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemenntahan Daerah 

Tahun Anggaran 2000, maka sebagai pelaksanaan ketentuan 

Pasai 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Uegara dan Pbsb\ 26 ayat {2] Undang-Undanq Nomor 

25 Tahun 2004 i&nlanq StsXm Perencanaan Pembangunan 

N as Ion al, dipandang pertu menetapkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009 

sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah ien\at\g Ar)ggaian PervSapaian dan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran 200B dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ^aathng 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dl Ungkungan 
Propinsi Jawa Timur (Oiumumkan dalam Sertta Negara 

, laoggal 8 Agustus 1950); 



2. Undang-Undang Nomof 2B Tahun 1999 lefilang 

Penyeleggaraan Negara yang Bersih dan Beoas dan Korupsi. 

Kolu9idanN6potisnie{Lmb3ran Negara Republlk Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republlk Indonesia Nomor 3836): 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lmbaran Negara Republlk Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republlk Indonesia Nomor 4287): 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O4 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahur>2004 lenfang PembentuKan 

Peraturan Perundang-udangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Naslonal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang 

Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah PengganS 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 lenlang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang 

Pemenntahan Daerah Menjadl Undang-UF>daf>g (Lembarart 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4546) ; 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan 
Pemeriahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

RepuWik Indonesia Nomor 4436); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerirtahan Daerah; 

10, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembarar> Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

I T Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasar) Penyelenggaraa/i 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12, Peraluran Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

11); 

13, Peraluran PCTierinlah Nomor 39 Tahun 2007 lenlang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan; 

14, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan; 
15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tatiun 2006 

lenlang Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 

17, Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraluran Menteri Daiam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

IB. Sural Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 

050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 



19. Peraluran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 
(Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 
2/E; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 

2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 

2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN IJIHONGAN TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2Q09 

Pasal 1 
Daiam Peraturan Bupali ini yang dimahsuo dengan: 

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan 
4. Peraturan Bupati adalah Peraluran Bupati Lamongan 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Daokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk masa periode 5 (lima) tahun 
terhitung Tahun 2006-2010 

6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut 
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
Kabupaten Lamongan untuk periode satu tahun. 



e. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah 

dokumen perencanaan SKPD untuk psricde lima tahun, 

9 Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja adalah 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. 

Fatal 2 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009. yang 
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2009 adalah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penode 1 (satu) yaitu 

Tahun 2009 yang dimulal pada tanggal '. Januari 2009 dan 

berakhir pads tanggal 31 Desember 2009; 

Pasal 3 
1. RKPD Tahun 2O09 merupakan penjaharan tahun Ketlga 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 - 2010; 

2. Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Lamongan Tahun 2009 dimaksud sebagai acuan dan 

pedoman bagi Badan/Dlnas/Kantor/Setuan Kerja Perangkat 

Daerah dilingkungan Kabupaten Lamongan dalam 

merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas 

pemenntahan dan pembangunan daerah serta menjadi 

acuan masyarakat dalam ikut serta berparlllpasf dalam 
pelaksanaan pembangunan dan sekall untuk 

mengevalussi penyelenggaraan pemerinlahan Tahun 2009; 
3. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun 

Kebijakan Umum dan Prioitaa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009, 

Pasat 4 

SIstematIke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Lamongan Tahun 2009, adalah : 
BAB I : Pendahufuan 
BAB II : Kebijakan Pembangunan Tahun 2009 
BAB III : Proyeksi Pembangunan Tahun 2009 



BAB IV ; Kebfjakan Umum APBD Tahun 2009 
BAB V : Rencana Keija&Pendanaan Tahun 2009 
BAB VI : Penutup 

Pasal S 

T Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Lamongan Tahun 2009 memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, î iorit pembangunan daerah, rencana kerja 

dan pendanaannya, baik yang di! sanakan Eangsung oleh 

Pemerintah Daerah maupun drtempuh dengan mendorwig 

partiipasi masyarakat; 

2. Penyusunan Rencana Kerja dan pendanaannya 

sebagaimana dimaksud ayat 1) menggunakan Rencana 

Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

sebagai bah an masukan; 

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Lamongan Tahun 2009 sebagai pedoman penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerali 

(RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2009. 

Pasal 6 

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kera Pemerint^ Daerah 

(RKPD) Kabupaten Umcngan Tahun 2009 dituangkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Lamongan, dan yang diusulkan dalam APBD Propinsi Jawa Timur 

maupun APBN. 

Pasal 7 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Lamongam Tahun 2009 sebagaimana tsrcanlum dalam lampiran 
dan merupakan baglan yang tidak lerpisahkan dari Peraturan 

Bupatll, 

Pasal B 
1. Peraturan ird berlakukan muiei sejak tar)ggal dlletapkan 

dengan ketentuan apabjia dikemudlan hari terryata 



terdapat kekelfman akan diadakan peninjauan kemball 

sebagaimana mestinya; 

2. Agar setiap orang manoetohiilnya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Ini dengan penempatkannya dalam 

Berite Daerati Kabupaten Lamongan, 

Diteta&kan di : Lamongan 
Pada tanggal : Mei 2008 

BUPATI UMONGAN 

M A S F U K 

Diundangkan di Lamongan 

Pada tanggal ' Mei 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

F A D E L I 

BER1TA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006 NOMOR P ' 



D A F T A R I S I 

Haiaman 

BAB J PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang I - l 

1.2 Maksud dan Tujuan I - 1 1 

1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan I - U 

1,4. Sistemadka Penyusunan ' 1-14 

BAB I I KEBDAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009 

2.1 Visi, Mlsi dan Prioritas Pembangunan U - 1 

2.2 RPJMD 2 0 0 6 - 2 0 1 0 XL ^9 

2.3 Rencana Keria Pemerlntati (RKP) 2009 11 - 11 

BAB I I I PROYEKSI PEMBANGUNAN TAHUN 2009 

3.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Lamongan m - 1 

3.2 Proyeksi Sostal Budaya Daerah n i - 1 5 

BAB IV KEBIIAKAN UMUM APBD TAHUN 2009 

4.1 Kebijakan Pendapatan IV - 1 

4.2 Kebijakan Belanja IV - 3 

4.3 Kebijakan Pembiayaan IV - 5 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TH 2009 

5.1 Rencana Kerja SKPD Tahun 2009 V - 1 

5.2 Rencana Kerja Menurut Urusan Permen 59 TTin 2007 V - 4 

BAB VI PENUTUP V I - 1 

Lampiran: 
Daftar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Per SKPD Tahun 2009 

Daftar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Per Urusan Tahun 2009 



B A B I 

P E N D A H U L U A N 

1.1. UtarBvlikano 

Meialui Otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam 

menentukan selumh ksglatannya. Pemerintah diharapkan dapat 

memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah 

dengan melakukan identffikasi potensr sumber-sumber pendapatannya dan 

mampu menetapkan belanja Daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif 

term as uk kemampuan perangkat Daerah meningkatkan kinerja. 

mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasan maupun kepada 

publlk. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah. penyelenggaraan otonomi daerah 

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyala dan 

bertanggung jawab kepada daerah, Pembenan kewenangan yang luas ini 

harus diikuti dengan koordlnasi, dan pengaturan untuk lebih 

mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik 

pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. 

Agar pelaksanaan pemenntahan dan pembangunan teraebul benar-

benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas, 

rrrRKPD lahir 2009 Kabupalsti Lamongin 



i 

pelaksanaan pemerinlahan dan pembangunan ilu sendiri memeriukan 

sustu upaya keberlanjutan dan kesinambungan, 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan 

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tereedia, dan menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

memliki tujuan: 

1. Mendukung koordlnasr antar pelaku pembangunan; 

2. Menjamln terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

daerah. antar ruang, antar waklu. antar fungsi perrterintah maupun 

antara pusat dan daerah; 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 

4. Meng optimal ken partisipesi masyarakat; dan 

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

berkoadltan, dan berkeianjutan. 

Untuk melaksanakan tujuan sistem i>erencanaan pembangunan 

tersebut, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga menetapkan bahwa 

setiap penyelenggara pemenntahan dari Pemerintah Pusat sampai dengan 

Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang {RPJPJ, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan 

Rencana Pembar>gunan Tahunan atau yang disebut Rencana Kerja 

1-2 I RKPD Tahun 2000 Kabupaten Lamongan 



Pemerintah (RKP) untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) untuk Pemerintah Daerah. 

RKPD merupakan penjabaran rfari RPJM Daerah dan mengacu 

pada RKP, memuat prioritas pembangunan. rancangan kerangka ekonomi 

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang driaksanakan 

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

parti&ipa&l masyarakat. 

Dasar penyusunan RKPD inf antara lain RPJPD tahun 2006 sampai 

dengan tahun 2025, RPJMD tahun 2006 sampai dengan 2010, dangan 

tetap mempertimbangkan has!! pencapaian kinerja tahun 2005 (yang 

dituangkan dalam LAKIP dan L K P J akhir masa jabatan Bupali) dan 

perumusan program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No,59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelofaan 

Keuangan Daerah, 

1. VIsi dan Mis! Daerah 

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa 

komitmen murni tanpa ad any a rasa keterpaksaan yang diyakini dan 

menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stake 

hokJefS) yang ada di Kabupaten Lamongarr, Visi Kabupaten Lamongan 

tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan 

masa depan yang berlslkan cita dan citra yang ingin dlwujudkan, yaitu : 

UZ I RKPD tahun 20D9 KabiJpaten LAMONVARI 



' Visi 

Berdasarkan Peraluran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 yang 

merupakan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 

Tahun 200C. Visi Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2010 

adalah : 

"Terwujudtiya kesejahetraan masyarakat Lamongan melalui 

peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusla 

yang lebih baik dan maJu dengan dllandasi kebereamaan dan 

pemberdayaan masyarakat" 

Untuk tercapainya Visi tersebut telah disusun lima Misi, adalah 

sebagai berikut: 

1 Mewujudkan pemenntahan yang bersih dan akuntabel melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang dsp>ratit, parlisipatip dan 

transparan 

2, Meningkatkan perekonomian Daerah melalui optimalisasi potensi 

basis dan pemberdayaan masyarakat 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendldikan 

dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK, 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan 

5, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan 

be mega ra dan benriasyarakat. 

TT^KPDTafuin 2009 Kabupaten Lemongan 



2. Gambaran Kondisi Umum Daerah 

i Wilayah dan Penduduk 

Secara geograRs Kabupaten Lamongan lerletak pada 6" 

51'64" sampai dengan T 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis 

bujur timur 122= 4' 4" sampai 122" 33" 12" Kabupaten 

Lamongan memiliki luas wilayah kurang labih 1.812,8km^ atau 

+3,76% darl luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang 

garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laul 

Kabupaten Lamongan adaiah seiuas ± 302,5 km2, apebiia dihltung 

4 mil dari garis pantai ke arah laut. 

Da rata n Kabupaten Lamongan oibeteh oJeh Sungai 

Bengawan Solo, dan secara garis tiesar cJaratannya dibedakan 

menjadl 3 harakteristik yaitu: 

1. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendan yang 

relatif agak subur yang membentang dari 

Kecamatan Kedungpring, Babat, SukodadI, Pucuk, 

Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan 

Kembangbahu, 

2. Bagian Selatan dan Ulara merupakan pegunungan kapur 

berbatu-batu dengan kesuburan sedang, Kawasan ini terdiri 

dari Kecamatan Mantup. Sambeng, Ngimbang, Bluluk, 

Sukorame, Modo, Brondong, Paclran, dan Solokuro. 

3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang 

merupakan daerah rawan banjir, Kawasan ini meltputi 

a l RKPD Tahun 2009 Kabupaten Lamongan"" 



kecamalan Seharan, Laren, Karanggeneng, KaJiiengah, Turi, 

Karangbinagun, Glagah. 

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah: 

Sebeiah Utara BertsaCasan dengan Laut Jawa, 

Sebelah TLmur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik. 

Sebelah Selatan: BertaCaaan dengan Kabupaten Jombang dan 

Kabupaten Mojokerto, 

Sebolah barat Berbatasan dengan Kabupten Bolonegoro 

dan Kabupaten Tuban. 

Kondisi topogmfi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau darl 

ketlnggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan tahan. 

Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo 

dengar tingkat ketinggian 0-25 meter seiuas 50,17%, sedangkan 

ketlnggian 25-100 meter seiuas 45,66%, selebihnya 4,15% 

berkellnggian dl atas 100 meter di atas permukear> arr laut, 

Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah 

Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang reiatif datar. 

karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat 

kemlrlngan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, 

Turi.Sekaran. Tikung, Pucuk. Sukodad'i, Babat, Kalitengah. 

Karanggeneng, Glagah, Karangbinagun. Maolup, Sugio, 

Kedongpring. Sebagian Bluluk, Modo, dan Samber^g, sedangkan 

hanya sebagian kecll darl wilayahnya adalah sangat curam, atau 

1-6 I RI^D Tahun 2009 Kabupaten Lamongan 



kurang dari 1 % (0,16%) yang mempunyai tingkat kemirimgan 

Iahan 4 0 % lebih. 

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah 

sebagai berikut; baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak 

resmi (Non PU) 8,168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 

Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar, 

Tambak / kolam / waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan 

32.224,00 Hektar. kebun Campuran 212,00 Hektar. Rawa 

T34O,O0 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan Iain-Iain 

15.092,51 Hektar. 

^ Gambaran Umum Demografis , 
' • I 

Menurut data Lamongan Dalam Angka Tahun 200S yang 

bersumber dari Kantor Catalan Sipil dan Kependudukan Lamongan, 

Tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2006 

sebanyak 1.390,053 jiwa, terdiri dari 695.910 jiwa (50,06%) 

perempuan dan 694743 jiwa (49,94%) lakNaki. 

'pRKPD'faiuin 20D9 Kabupaten Lamongan 



Tabei 1.1. 
Penduduk Menurut Jenis Ketamin dan Rabo Jenis Kelamin 

2006 

Jumlah/ RiGio/ Sax 
ToiaE Rfitta 

0 ) (2) <4) (̂ ) 

01. Sukof uiu 10,076 :o.s7S 21.851 100,93 
02. BiUuk 11.454 11.674 23 I"8 98 12 
03 NsiJiibaiiE 3̂ 035 22 854 lOD 81 
04 SaiubfiiB 15 663 25 S97 

« • X F̂ ^ r 
51 2-̂ 9 
^ d • ^ B ^ 

100 25 
OS MfuiLi> 22.394 2̂^ 974 4̂^ 36S 99 65 
V %# • X Ĥ tLBB B" IBBBVi ^ r 4 V X 4 L n 26.198 25 983 52 181 100 83 
07. Sugio 32.003 32,151 64,154 99,54 
OS- Kedui:ffpriaff 31.984 32.127 04 . U l 99 53 
09. MuUu 25.773 25.569 51.362 100,72 
10. Dobai 44.384 44. JOG 88.684 100.19 
11, Pucuk 26.79C 26.031 53.621 99.85 
12. Siikodadi 25.167 28.640 5 .̂307 98.35 

33 I"M5 n ,i53 98 t9 
14. Tikmva 21.140 : M 2 7 42,267 100.06 
i mf . rffl 1 u ^ J V 2* 373 100 29 
16 Ddtet 22 584 27 921 4̂  905 100.27 
17 GUuh 23.72C 23 610 47 3̂ 0 100.47 
18. KaranRbinuiai 21.399 2L.866 43.765 100,15 
IV. iiiri 20.609 26.030 3j.2:;v VV 92 
20. K îUiinî ^ le. 233 18-379 36,612 99.21 
21 Karaiiggeiiciig 23.797 24.j3L 47.928 9Q,62 
27. SrknrDEi 27.855 27.S23 55.678 100,12 
23. Mujufui 21.S73 21.960 43.0;2 S^. Ou 
7.4 T.Afm 77 u n 77 470 54 603 99 14 
25. Soloknio 23-̂ 368 22J70 45.938 100,87 
26. Paciran 45.477 45.437 9C.914 100,09 ' 
27. Brondong 35.232 35. S20 71.052 98.36 

Jum lalv To:r.l 694.143 695.910 1.39C 053 99.73 

rdiuii ŷ ĵr 200S 695 991 697.134 1.39:-. 99,34 

Sumber: Kantor Catalan SIpll dan Kependudukan Kab Lamongan 
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4. KondlBl Ekonomi Oaarah 

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan 

kebijakan pembangunan ekonomi daereh, maka ada komponan 

utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. 

Dengan mengelahui dan memahami potensi unggulan daerah 

dapat dtketahui seklor-sektor basis dan unggulan yang dapat 

dipBcu/diakselOTasi dan dioptlmalkan guna memacu 

perkembangan kondisi perekonomian / pembangunan daerah 

pada wilayah tersebut, Hai ini tentunya akan digunakan sebagai 

pendorong dalam mewujudkan t>embangunan ekonomi berbasis 

potensi sumtier daya yang ada di Kabupaten Lamongan, 

Adapun sektor unggulan Kabupaten Lamongan antara 

lain 

1. Sektor pertanian Khususnya sub sekior tanaman pangan 

dan perlkanam 

2. Sektor industri pengolahan {khususnya sub sektor Industri 

tanpa migaa: industri tekstil, barang kuliL barang kayu, 

kertas dan barang cetakan), 

Z. Sektor bangunan / kontruksi, 

4. Sektor perdagangan. hotel dan restoran (khususnya sub 

sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor 

hotel), 

5- Sektor keuangan persewaan den jasa perusahaan serta 
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8. Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan 

kemasyarakatan, hibumn dan rekreasi, dan perorangan 

dan rumah tangga}. 

^ Katembagaan 

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan, 

didukung oleh aparatur pemerintah yang tersusun dan terorganisasi 

dalam suatu kelembagaan. Pembentukan kelembagaan Pemerintah 

Kabupaten Lan>ongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, 

Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 

Lamongan terdiri 2 Sekretariat (Daerah dan Dewan), 7 Badan, 13 

DInas, G Kantor dan 27 Kecamatan yang terbagi dalam 462 desa, 12 

kelurahan. 1.486 duaun, 9 lingkungan, 6,843 RTdan 1.199 RW/ RK. 

Adapun kecamatan yang memiliM desa terbanyak adatah kecamatan 

GJagah dengan 29 desa diikuti Kecamatan Kedungpring dengan 23 

desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa terkecil adatah 

Kecamatan Blutuk, Sukorame, Sarirejo dan Brondong masing-

ma sing dengan 9 desa 
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1.2h Maksud dan Tujuan 

Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan 

maksud memberikan pedoman dalem penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUAJ dan Prioritas dan Piafon Anggaran (PPAS), Adapun 

tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai Pedoman 

penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan podoman penyusunan 

RAPBD. 

1.3, Proses dan SistematJKa Penyusunan 

Rencana Kega Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan 

Tahun 2009 adalah merupakan baglan dari Sistem Manajemen 

Perencanaan Pembangunan (SMPP) Partieipalif yaitu pendekatan yang 

lebih mengedepankan dan menguiamakan keterlibalan masyarakat dalam 

setiap proses pengambilan keputusan termasuk diantaranya keterlibatan 

masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan maupun dalam proses 

penyusunan perencanaan pembangunan dl Daerah. 

Penyusunan Rencana KeiJa Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Lamongan Tahun 2009 didasarkan atas Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan secara teknrs pelaksonaannya telah diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2D06 tentang Tata Cara 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten 
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Lamongan adalah suatu wujud konsap perencanaan yang terinlegrasi 

mulal perencanaan di Tingkat Pusat, Propinsi. Kabupaten bahkan sampai 

Tingkat Kecamatan dengan meiibatkan seluruh pelaksanaan 

pembangunan yang ada di daerah. 

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daarah 

(RKPD) Kabupaten Lamongar) Tahun 2009 di awali dari Penjaringan 

Aspirasi MasyarSKal {Janng Asmara) yang dipadukan dengan Rencana 

Kerja (Renja) SKPD, mengacu pada RPJMD Kabupaten L.amortgan Tahun 

2006 -2010 serta mempertimbangkan hasil-hasil yang diperofeh datam 
11 

Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbar>g Kecamatan, Fomm SKPD dan 

Pra Musrenbang Kabupaten yang manrpakan sinkronisasi usutan Camat 

dan Renja SKPD 

Masukan dari beberapa sumber tersebut merupakan referensi 

dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 

setelah dilakukan tahapan pembahasan dengan mempertimbangkan 

Estimasi Pagu Indikattt yang ada dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru 

dilakukan/disampaikan dalam Forum Musrenbang Kabupaten dalam 

rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

2009. 

Zo 
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4- Prcaes Penyusunan 

I Sesual dengan peraluran menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 Pasal 81 bahwa: 

1) Untuk menyusun APBD , pemerintah daerah menyusun RKPD 

yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan 

menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. 

2) RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah . 

prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja 

yang terukur dan pendanaannya. baik yang dilaksanakan 

' langsung oleh pemerintah. pemerintah daerah maupun 

ditempuh dengan mendorong partislpasl masyarakat. 

3] Kewajiban daerah diatas adalah mempertimbangkan prestasi 

capaian standait pelayanan minimal yang ditetapkan sesual 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

1] Memperhatikan RPJM yang telah disusun atau dokumen yang 

dipersamakan, 

2) Sembilan prioritas program pembangunan nasional (RKP) yang 

dituangkannya dalam Pennendagri nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2007, 
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3) Memperhatikan capaian kineqa tahun-lahun sebeiumnya. dimana jika 

ada kinerja sasaran yang beium berhasi! dicapal pada tahun 

sebeiumnya dan temyata masjh relevan untuk d lea pal atau 

dllaksanakan akan merupakan salah satu prioritas yang harus 

dilaksanakan pada tahun penyusunan RKPD. 

4) Penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi masyarakat 

untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keJnginan 

masyarakat. Penjaringan ini dilakukan melafui Musyawarah 

Pembangunan Desa. Kecamatan dan koordinasi melalui forum SKPD 

untuk menentukan prioritas kegiatan melalui Renja SKPD. 

5) Penyusunan RKPD men^rhatlkan pokok-pokok k^ijskan 

pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah atasan. 

6) RKPD disusun memperhatikan urusan dan organlsasi pemerir^lah 

daerah sebagai penanggungjawabnya. 

1.4, Slstematlka Penyusunan 

BAB I. PENDAHULUAN 

1,1- Latar Belakang 

1.2. Maksud dan Tujuan 

1.3. Proses dan Sistemabka Penyusunan 

1.4. SIstemaUka Penyusunan 
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B A B IL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009 

^ 2.1 Visi. Misi dan Prioritas PemCangunan 

2.2 RPJMD 2006-2010 

2.3 Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2009 

B A B m. PROYEKSI PEMBANGUNAN TAHUN 2D09 

3.1 Proyeksi Perekonomian Daerah lahun 2009 

3.2 Proyeksi Sosial Budaya Daerah Tahun 2009 

BAB IV. KEBUAKAN UMUM APBD TAHUN 2009 

4.1 Kebijakan Pendapatan 

4.2 Kebijakan Belanja 

4.3, Kebijakan Pembiayaan 

4.4. Kebijakan Umum APBD 

B A B V. RENCANA K E R J A DAN PENDANAAN TAHJN 2009 

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Menurut SKPD 

5.2 Rencana Kerja dan Pendariaan Menurut Urusan Pemerinlah Daerah 

B A B V L PENUTUP 



B A B II 

K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N TAHUN 2009 

2,1. Visi, Mis) dan Prioritas Pombangunan 

4 Visl 

Vis! merupakan gambaran bersama mengene î masa depan, 

berupa komitmen mumi tanpa adanya rasa keterpaksaan yang 

diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang 

berkepentingan (stake holders) yang ada di Kabupaten Lamongan. 

Visl Kabupaten Lamongan tergambarkan dalam suatu bentuk yang 

menantang tentang keadaan masa depan yang berlsikan cita dan 

citra yang ingin diwujudkan, yaitu ; 

"Terwujudnya kesejahetraan masyarakat 1.iimongan melalui 

peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusU 

yang lebih balk dan maJu dengan dllandasi keber^maan dan 

pemberdayaan masyarakat" 

Visi tersebut di atas memberikan pengertian mengenai kondis) 

kabupaten 1_amongan di masa depart sebagai Kabupaten dengan 

masyarakat yang mampu mengembangkan potensi d'lri dan menjadi 

kawasan jasa, perdagangan, industri dan sentra agrobisnis yang 

berbasis kerakyatan dengan mengedepankan pemenuhan hak sosial 

dasar. 
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Mial 

Unluk mewojudkan Visl tersebut pemerintah telah menyusun lima misi 

yang merupakan penjabaran dari visi, yaitu: 

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang asplratif, partlsipaolf dan 

trantparan. 

Pemerinlahan yang bersih dan akuntabel menggambarton bahwa 

setiap unsur aparatur pemerintah menyadarl terhadap tugas dan 

kewajibannya sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam 

dalam diri pribadi masing - masing untuk bertindak jujur, 

bertanggungjawab dengan memberik^ pelayanan yang 

profesional sehingga memberikan kepuasan kepada Slake holders. 

Aspiralif, partlsipasif dan transparan mempunyai makna bahwa 

pemerintah peka terhadap kelnginan masyarakat dan proses 

penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan 

dilaksanakan melalui proses yang demokratis diikuti 

penyelenggaraan dan perianggungjawaban pemerintahan yang 

transparan. 

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi 

potensi basis dan pemberdayaan masyarakat 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan 

maka titik perhatian utama adalah dengan meningkatkan 

kemampuan ekonomi masyarakat dengan menguiamakan 

pertumbuhan sektor pertanian. perikanan dan kelautan sebagai 
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basis ekonomi masyarakat tanpa haais meninggalkan sektor -

sektor fain sebagai altematif penggerak pertumbuhan ekonomi. 

Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara 

pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positip 

dalam arti bahwa masyarakat ikul bcrperan aktif daiam 

pembangunan ekonomi sehingga mssyarakat Kabupaten 

Lamongan tidak hanya menempatkan diri sebagai obyek 

pembangunan namun sekaligus sebagai pelaku pembangunan. 

3. Meningkatkan kualitas playanan bidang kesehatan, pendldikan 

dan sosial dasar talnnya dengan memanfaatkan iPTEK. 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat 

Lamongan terutama adalah dengan merrirrgkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, dan kualitas pendldikan. Dengan misi ini 

pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan 

memanfaatkan tekhnoTgl modem serta meningkatkan aksesibrlitas 

masyarakal datam bidang kesehatan. pendidrkan serta sosial dasar 

lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, tram pi I, 

mandiri dan berwawasan sehingga mampu menghadapi perubahan 

serta perkembangan kemajuan zaman, 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

publlk dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Misi ini bertujuan memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana 

pubfk baik secara kualitas maupun kuantitas seperti prasarana 

jalan, Jembatan, irtgasl. sumber irigasi. sarana Iransporlasi dan 
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Ilainnya Dengan meningkatnya ketersediaan infrastmktur 

diharapkan akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta 

meningkatkan kualitas layanan masyarakal terhadap kebutuhan 

fasilitas publjk. 

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam 

kehidupan bemegara dan bermasyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam arti luas 

diantaranya masyarakat serta tumbuhnya rasa toleransi, saling 

menghargai dan menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat. 

Misi ini merupakan upaya pemerintah ui^uk mewujudkan hal 

tersebut melalui kegiatan fasilitasi, pembinaan, penertiban dan 

pemberian bantuan terhadap kegiatan yang bertujuan 

meningkatkan ketertiban. keamanan, dan kerukunan antar 

kelompok masyarakat. 

4 Prioritas Pembangunan 

Berdasarkan beberapa aturan dan kebijakan yang harus 

dipedomani sebagai frame didalam kerangka penetapan Skata 

Prioritas Daerah, dengan tetap merujuk pada Program Pembangunan 

Jangka Menengah maka untuk Program Prioritas Pembangunan 

Kabupaten Lamongan Tahun 2009 diantaranya adalah: 

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang belum mencapal 

target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan 

Tahun 2006-2010 
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2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan 

Pembangunan Perdesaan. 

DBiam rangka mewujudkan kesejahleraan masyarakat 

Lamongan maka peningkatan kemampuan ekonomi 

masyarakat dengan menguiamakan pertumbuhan sektor 

pertanian, perikanan dan kelautan setta kehutanan sebagai 

basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggolkan sektor 

- sektor lain sebagai menjadi salah s^u perhatian utania dan 

altematif penggerak pertumbuhan ekonomi 

Tidak katah pendngnya adatah pembangunan desa, karena 

desa diharapkan mampu tumbuh sebagi pusat pertumbuhan 

ekonomi serta mampu mendptakan lapangan kerja yang 

berkuelitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di pedesaan. 

Adapu sasaran yang ingin dicapai antara lain (a) 

Terwujudnya pangembangan sarana dan prasarana kelautan 

seperti pembangunan LIS dan dermaga pelabuhan antar 

puiau; (b) Peningkatan produksi dan kualitas pertanian, 

perikanan dan kehutanan; (c) Peningkatan kelestarian 

kawasan pesisrr pantai: (d) Meningkatnya pemerataan 

pertumbuhan ekonomi di Wilayah Lamongan; (e) 

peningkatan ketahanen pangan dan (f) saluran distribusi 

pertaian dan poriknanan. 
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3. Pofcepatan Pembar>gunan Infraslfuktur perdesaan dan 

peningkatan pengelolaan energy 

Dalam rangka meningkatkan peran perdesaan sebagai basis 

pertumbuhan ekonomi, juga dalam rangka mewujudkan 

pemerataan pembangunan di seluruh desa, pemerintah 

Kabupaten Lantongan beitekad untuk mempercapet 

pembangunan infrastniktur pedesaan. Adapun sasaran yang 

ingin dicapai antara lain (a) Meningkatnya pemenuhan 

kebutuhan jalan dan jembatan sebagai sarana distribusi dan 

akses menuju desa dan pusat perekonomian: (b) 

Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang 

berkondisi baik; (c) Meningkatnya prasarana pendukung 

transpofiasi. (d) mendorong pertumbuhan investasf. 

Seiain itu, seat ini. kita mengaiami krisis energi yang 

berdampak pada kenaikan harga BBM serta kelangkaan 

sumber energi. Pengotahan energy menjadl salah satu 

perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk 

menjaga ketersedian energy di Lamongan. 

4. Peningkatan akses dan kualitas pendldikan dan kesehatan 

Kualitas pendldikan dan derajat kesehatan merupakan salah 

satu kebutuhan dasar untuk meningkatkana kuailias sumber 

daya manusia masyarBkat Lamongan yang secara 

menyeluruh. yang akan tercermin pada angka Indeks 

Pembangunan Manusia (iPM). Dengan misi ini pemerintah 
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tervpaya moningkatkan kualitas pelayanan dengan 

memanfaatkan tekhnotgi modem seria meningkatkan 

aksesibilitas masyarakat daiam bidang kesebaten, 

pendidlkan serta sosial dasar talnnya. 

Adapun sasaran yang Ingin dicepai antra lain (a) 

Meningkatnya kesempatan memperoieti pendldikan; (b) 

Meningkatnya sarana-prasarBno pendldikan dan 

perpustakaan: (c) fiAeningkatkan der^at kesehatan 

masyarakat melaiui peningkatan layanan kesefyatan dan 

peningkatan kuaiilas kesehatan iingkungan; (d) 

Meningkatnya cakupan layanan kesehatan dan pendldikan. 

5. Peningkatan efektrfrtaa penanggulangan kemiskinan 

Program dan kegiatan yang selame ini diiaksanakon untuk 

penenggulangen kemiskinan sudah betjalan dengan b^'k. 

dan pada tahun 200$ akan lebih ditrngkatkan efektifitasnya., 

dengan sasaran (a) Menurunnya masyarakat penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (b) Meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat miskin; {c) peningkatan akses 

masyarakat miskin pada pemenuhan kebutuhan sosial dasar, 

(d) penyempurnaan sistem periindungan sosial utomanya 

bagi masyarakat miskin, (e) mempeduas cakupan program 

pembangunan berbasis masyarakat. seda (f) mendorong 

pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin. 
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6, Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan 

peningkatan pemberantasan penyakit menular 

Adapun sasaran dalam pnontas ini adalah (a) penataan 

ruang, (b) mitigBSi bencana, (c) konservasl terhadap 

lingkungan hidup untuk mengantisipasi dan mengurangi 

resiko bencana serta (d) pencegahan don pemberantasan 

penyakit menular dan wabah 

Sebagai perwujudan prioritas pembangunan Kabupatan 

Lamongan pada Tahun 2009 kegiatan yang akan dilaksanakan 

diantaranya: 

1. Pembangunan dan penambahan fasrNtas RSUD dan 

prasarana kesehatan lainnya ; 

2. Pembangunan sarana dan srasarana iiiffastruklur pasar 

agrobisnis dan tradisional, 

3. Rehabililasj gedung sekolah dan peningkatan sarana 

prasarana mulai tingkat SD hingga SLTA ; 

4. Peningkatan Sumber Daya manusia (SDMj; 

5. Pembinaan UMKM dan penumbuhan koperasi berkualilas ; 

6. Peningkatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi, 

Jalan dan Jembatan; 

7. Pembangunan sarana dan prasarana infrastrnktur 

perdesaan 

0. Pengembangan Intansifikasj Tanaman Pangan dan 

Agrobisnis 



. RPJMD 2006-2010 

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten 

Lamongan dimaksudkan untuk menjabarkan agenda-agenda yang 

drtawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lerpilih pada saat 

kampanye Pilkada 2005 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah atau kurun waktu 2C06 - 2010. Mengupayakan agar 

pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, bersasaran dan sinkron 

dengan pembangunan nasional dan pembangunan propinsL Memberi 

podoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

dan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra - SKPD). 

RPJMD juga dimaksudkan untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat datam suatu bentuk rumusan perencanaan pembangunan. 

Dalam kerangka kewilayahan, Kabupaten Lamongan sebagai bagian 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penyusunan RPJMD 

Kabupaten Lamongan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD 

Propinsi Jawa Timur. 

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2006-2010 

adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang 

memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan 

daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai seiama lima tahun 

kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan 

program pembangunan daerah seiama lima tahun kedepan. Dengan 

demHdan maka RPJMD Kabupaten Lamongan menjadi Landasan bag! 

penyusunan Rencana Keg a Pemerinlah Daorah (RKPD). dan Rencana 



kerja bagi unit - unit satuan kerja dibawah lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lamongan balk berupa Renstra SKPD maupun Rencana Kerja 

Tahunan, 

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten 

Lamongan dmaksudkan Juga sebagai usaha pemecahan yang solutif dan 

antislpatif bagi kepentlngan dan kebutuhan mutakhir daerah untuk masa 5 

tahun mendatang. 

Berdasarkan pertlmbangan tersebut, RPJMD Kabupaten Lamongan 

Tahun 2006-2010 dltujukan untuk : 

1. Fasilltasi dan dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan di 

Kabupalen L^amongan. 

2. Menjamin terciptanya efektlfltas, efeslensi, sinkronisasi dan 

sinergisitas antar daerah dan antarfungsi pemerintah daerah dan 

pemerinlah pusaL 

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan 

Kabupaten Lamorigan yang efektif. efeslerr, berkeadflan serta 

berkelanjutan. 

4. Meng optima Ikan peran serta masyarakat Kabupaten Lamongan dalam 

pembangunan daerah. 

5. Menjaga Kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan 

dalam lima tahunan pada bingkai jangka panjangnya. 

? 3 
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Kebijakan umum merupakan implementasi dari strategi 

pembangunan daerah dan rrienjadi pedoman bagi SKPD maupun Nntas 

SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapal kinerja sesusi 

dengan tugas dan fungsinya daiam Kurun waktu lahun 2006 s/d tahun 

2010 . Kabqakan tersebut selanjutnya dlimplementasikan dalam bentuk 

program pembangunan daerah. 

2.3. Rencana Kerja PemerlnUh (RKP) 2009 

Rencana Kerja Pemerintah Pusat/Nasional tahun 2009 mengacu pada 

RPJM pusat. Rencana Kerja Pemorinlah (RKP) 2009 tidak akan jauh 

darl kebijakan-kebijakan yang ada dalam RPJM Pusat yartu antara lain : 

4 AOENDA PEMBAHOUHAH P4A5IONAL TAHUN 2004 - 2006, yaltUI 

1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai 

2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 

3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia 

Dengan tiga agenda pokok pembangunan tahun 2004 - 2009 tersebut 

selanjutnya disusun program-program pembangunan yang hendak 

dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, 

1. Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Dama) 

Berkailan dengan Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan 

Damai. disusun 3 (tiga) sasaran pokok dangan prioritas dan arah 

kebijaon sebagar berikut. 

Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai 

tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik 

antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya 
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angka khminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; 

seria menurunnya secara nyata angka perampokan dan 

kejahatan di laulan dan penyelundupan lintas batas. 

Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRi berdasarkan 

Pancasifa, UUD 1945, dan Bhtnneka Tunggal Ika yang 

tercermin tertanganinya kegiatan-kegiatan yang Ingin 

memtsahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan 

tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme; dan 

semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan 

perdamaian dunla. 

Saaaran katiga adalah tetap tegaknya kedau.atan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar 

r>egeri. Untuk mencapal sasaran tersebut, prioritas 

p^nbangunan diletakkan pada PENNGKATAN KEHHAWPUAH 

PERTAHANAN NEGARA yang diarahkan untuk meningkatkan 

proTeslonalisme TNI dalam modernisasi peralatan pertahanan 

negara dan mereposisi peran TNI dalam kehidupan sosial-

poEitlk, mengembangkan secara bertahap dukungan 

pertahanan. serta meningkatkan kesejahteraan prajurit, 

2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEIHOKRATIS 

Beikallan dengan Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan 

Demokratis, disusun 4 (empat) sa&aran pokok dengan phorttas dan 

arah keb^akan sebagai berikut 

Ssearan pertama adaJah meningkatnya keaditan hukum yang 

tercermin dart terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen. 
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dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perfiiKJungan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya 

konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat 

pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan 

kemball kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. 

Sataran kadua adalah meningkatnya penegakan hukum dalam 

upaya untuk menegakkan supremasi hukum. Untuk mencapal 

sasaran tersebut, prioritas diletakkan pada PEMBERANTASAN 

KDRUPSi dengan menindak paJaku tindak pJdana korupsj 

beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; 

PENCEGAHAN DAN PEHANGOULANQAH TERORlSME, Sertl 

PEMBASMIAN PGNYALAHGUNAAH OBAT TERLARANG. KhuSUS dalam 

upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya 

untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komtsl 

Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan ekstemal dari 

masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. 

Saearan ketlga adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada 

masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata 

praktek korupsi dl birokrasi, dan dimufaf dari talaran Qajaran) 

pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan 

dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan 

berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang 

bersifat diskrlmlnatrf terhadap warga negara, kelompok, atau 
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golongan masyarakat; (4) meningkatnya partislpasl masyarakat 

daiam pengambilan ksbjjakan publtk. 

Sasaran keampat adalah meningkatnya pelayanan kepada 

masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan 

ke pemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi 

seluruh peraluran pusat dan daerah, dan tidak bertentangan 

dengan peraluran dan perundangan yang lebih alasnya. Untuk 

mencapal sasaran tersebutn prtontas p^bangunan diletakkan 

pada REVITAUSASI PROSES DE5CNTRAUSA3I DAN OTONOMI DAERAH 

yang diarahkan untuk Tnemperjelas pembagian kewenangan 

antar tmgkat pemerintahan: meningkaLkan kualitas aparatur 

pemerintah daerah: menata kelembagaan dan kapasrtes 

keuangan pemerintah daerah; meningkatkan kerjasama antar 

daerah; serta menata pemerintahan daerah. 

Sa&aran kelima adatah teriaksananya pem lihan umum tahun 2009 

secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum 

konsolldasi demokra&r yang sudah terbentuk berdasarkan hasil 

pemjlihan umum secara Eangsung tahun 2004 

3, Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ^ 

Berkaitan dengan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

disusun 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan 

sebagai berikut. 

Saaaran pertama adaJah terciptanya lapangan kerja secara 

memadai yang mampu mengurangi penganggaran terbuka 
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menjadi 5,1 persen pada lahun 2009 dengan didukung oleh 

stabilitas ekonomi yang totap terjaga. Untuk mencapal sasaran 

tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan meningkat dari 5,5 

peraen pada tahun 2005 menjadi 7,6 persen pada tahun 2009 

alau rata-rata tumbuh sebesar 6,6 persen per tahun. 

Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan pendapatan 

terutama menurunnya jumlah penduduk miskin manjadi 8,2 

persen pada tahun 2009 serta berkurangnya kesenjangan 

pembangunan antar wilayah dangan mempercepat 

pengembangan wHayah serta meningkalkan daya salng 

kawasan dan produk-produk unggulan daerah. mewujudkan 

keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota 

metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan 

mempertiatikan keserasian pemanfaatan ruang dan 

penatagunaan tanah. Secara lebih khusus, sasaran selanjutnya 

adalah meningkatnya peran perdesaan sebagai basis 

pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan 

kefja yang berkualJtas di pedesaan daiam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di pedesaan. 

Sasaran katiga adalah meningkatnya kualitas manuala yang secara 

menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman 

dan pengamalan ajaramajaran agama. Secara lebih rinci, 

sasaran meliputi: 
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1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendldikan dan 

meningkatnya mutu pendldikan yarg antara lain ditandai 

oleh: menuninrrya jumlah penduduk yang bula huruf: 

meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang 

dapat menyelesaikan program wajib belsjar 9 tehun; 

berkembangnya pendldikan kejuruan yang ditandai dengan 

menmgkatnya jumlah tenaga lerampiJ; meningkatnya 

kualitas dan relevansi pendldikan yang ditandai oleh: (a) 

meningkatnya propcrsi pendidik formal dan non formal 

yang memiliki kualrfikasi minimun dan serlifikasj sesual 

dengan jenjang kewenangan mengajar; (b) meningkatnya 

kualitas hasH belajar yang dkrkur dengan meningkatnya 

persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar; dan (c) 

meningkatnya hasil penelitian. pengembangan dan 

penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan 

tingg* dan lembaga htbang serta penyebarluasan dan 

penerapennya pada masyarakat. 

2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan 

keaehatan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya 

angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, 

dan kematian ibu melahrrkan; meningkatnya ketahanan 

pangan rakyat, yang ditandai oleh: (a) perbalkan status gizi 

ibu dan anak pada golongan masyarakat yarig rawan 

pangan; dan (b) membaiknya akses rumah Cangga 

golongan mbkin terhadap pangan. 
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3. Meningkatnya periindungan dan kesejahteraan sosial, yang 

ditandai dengan: (a) meningkatnya kualitas pelayanan, 

rahabifrtasi, bantuan sosial. dan jaminan kesejahteraan 

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS); (b) meningkatnya mutu manajemen dan 

profesionalisme pelayanan kesejahteraan sostal; (c) 

tersusunnya sistem periindungan sosial nasional: (d) 

meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial; 

(e) meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan 

sosial dasar melalui institus) dan ler^ibaga sosiaT; dan (6) 

terjaminnya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan 

sosial. 

4. Terjaminnva keadilan gender dalam l>erbagai produk 

perundangan. program pembangunan. dan kebijakan 

publlk; membaiknya angka GDI (Gender-related 

Development Index) dan angka G £ M (Gender 

Empowerment MeasuPdmene); menurunnya dndak 

kekerasan terhadap perempuan; dan meningkatnya 

kesejahteraan dan periindungan anaK 

5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya 

keluarga kecil berkualitas yang ditandai dengan: (a) 

menurunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14 

persen: tingkat fertklitas total menjadi 2.21 per perempuan; 

presentase pasangan usia subur yang tidak terlayani 

(unmetneed) menjadl 7 persen; (b) meningkatnya peserta 
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KB leKMaki menjadi 4,5 persen; pemakaian alat 

kontrasepsi non-hormonal menjadi 25 person; usia 

perkawinan pertama menjadi 21 tahun; (c) meningkatnya 

partisipaei keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang 

anak; (d) meningkatnya jumlah Keluarga Pra^Sejahtera dan 

Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi 

produktif: dan (e) meningkatnya jumteh Institu&l masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana 

dan kesehatan reproduksl; tertatanya pembangunan 

kependudukan yag ditandai dengan: (a) meningkatnya 

keserasian kebijakan kependudukan daiam rangka 

penir>gkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan 

kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk 

yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung 

lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan 

(b) meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kola 

dalam pelaksanaan Sistem Infonnasl AdministrasI 

Kependudukan; serta rT>eningkatnya portisipasi pemuda 

dan budaya olehraga yang ditandai dengan: (a) 

meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di 

tingkat nasional dan daerah; (b) meningkatnya kualitas dan 

partislpasl pemuda di berbagai bidang pembangunan; (c) 

menlngkeinya Keserasian berbagai kebijakan olahraga di 

tingkat nasional dan daerah: (d) meningkatnya kesehatan 

jasmanl masyarakat dan prestasi olahraga; dan {o) 



tersedianya sarana dan prasarana olahraga bagi 

masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah, 

6. Meningkatnya pemahaman, penghayatan. dan pengamalan 

ajaran agama daiam Kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa. dan bemegara serta meningkatnya kepedulian 

dan kesadaran masyarakat dalam memebuhi kewajiban 

memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi 

kesenjangan pendapatan masyarakat 

Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan 

pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada 

pengarusutamaan {mainstreaming) prinsip pembangunan 

berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. 

Sasaran kelima adalah membaiknya Infrastruktur yang ditunjukkan 

oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana 

penunjang pembangunan. 
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B A B III 

P R O Y E K S I P E M B A N G U N A N TAHUN 2009 

3.1. Proyeksi Perekonomian Daerah tahun 2009 

A. Ekonomi Oaerah 

1. PDRB 

Pendapatan Perkaplla merupakan sehuah Indikator dalam 

penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat, Pada 

umumnya, indikator N disajikan dari angka atas dasar harga 

berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung perubahan harga 

barang dan jasa, 

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 

Lamongan Atas Dasar Harga Beriaku (ADHB) seiama kurun waktu 

3 (tiga) tahun lerakhir (dalam julaan) adalah Rp. 5,305.878.89 

(tahun 2005), Rp. 6.016.135,78 (tahun 2006) dan Rp. 6,806.530,68 

(tahun 2007) yang berartf mengaiami peningkatan sebesar 13,39% 

(2005-2006) dan 13.14% (2006-2007). Dan yang paling besar 

memberikan kontribusi adalah sektor pertanian sebesar (dalam 

jutaan) Rp. 2.643.252.46 (38,83%). Walaupun masih yang terbeaar 

memberikan kontrfbusr pada PDRB Kabupalen Lamongan, tap* dari 

lahun ke tahun (2005-2007) kontribusinya semakin menurun, dari 

41,08% tahun 2005, 39,37% tehun 2006 dan 38,85% tahun 2007. 

walaupun dari segi pertumbuhan meningkat sebesar 6,68% (2005-

2006) dan 11,64% (2006-2007), 



Dari kenaikan PDRB dari tahun 2005 sampai 2007 yang 

paling besar partumbuhannya adalah sektro keuangan. persewaan 

dan jasa perusahaan sebesar 20,24% darl tahun 2005-2006 dan 

21.99% tahun 2006-2007. 

Walaupun sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

mengaiami peningkatan yang sangat cepat, justru sektor 

perdagangan, hotel dan restoran yang meningkat kontribuslnya 

sebesar 29,93% (2005). 31.73% (2006) dan 32,64% (2007), 

Artinya, petumbuhan ekonomi dl Kabupaten Lamongan 

sangat pesat dengan sebaran pertumbuhan dan konUibusi masing-

masing sektor yang merata, Walaupun sektor-sektor perdagangan, 

keuangan dan Jasa terus meningkat, tapi sektor pertanian tetap 

menjadi kontributor terbesar dan menjadi mata pencaharian utama 

penduduk Lamongan. Dengan semakin langkanya sektor pangan 

dan terus bergeraknya ekonomi pembangunan, maka pertumbuhan 

sektor pertanian perlu drtingkatkan mendekati pertububan sektor 

perdagangan dan jasa. Supaya ketrahanan pangan di Kabupaten 

Lamongan terus terjaga untuk mendukung sektor perdagangan dan 

Jasa. 

Rincian persektor perkembangan PDRB ADHB seiama tahun 

2005 sampai dengan tahun 2007 adalah (Tabel 1): 
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Tabel 3<1< 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 
Gross Rsalonat Damsstic Prodact at Currant Markat Piles 

2005 - 2007 (Juta Ruplah) 

• ' • . 1 M 

1 Parian tan 2.178.534,33 2.367.681,06 2.643.252,46 
2 Pertambangsn dan Penggalian 14.378,12 16.775,18 ' D S T 

18.S3o,57 
3 Induatrl Pengolahan 274.012,91 326.138,18 369.954,47 
4 LiStnK, Gas aan Air ueCGin 83.890,28 99.728,41 
5 Ban g jnan/Konstru k^l 197 702,56 217.275,12 243.130,86 

Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.583.442,37 1.908.565,99 2,221 828,43 
7 Pengangkulan dan Komunlkasi 97.145,63 110.151,76 123,753.47 

a 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Peruaahaan 186.966.03 227.234,49 277.196.85 

9 Jasa-jasa 690.465,24 763.623,72 809.149,10 

• * • 
Produk Domestik Rsglona! Bruto 5.305.870.89 

M). " = Angka samentara 

Tabel 3.2. 

Pertumbuhan dan Kontribusi 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 
Gross Rsglonal Domsstic Product at Current Market Pries 

2005 - 2007 (Juta Ruplah) 

• • Sektor • • Sektor 

11,64% 1 Pertanian 6,68% 11,64% 41,06% 39,33% 38,83% 
2 Pertembangsn dan PenggelEsn 12,75% 10,60% 0,28% 0,28% 0,27% 
3 Industri Pengolahan 19,02% 13,-̂ 3% 5,16% 5,42% 5,44% 

4 LLslrik. Gas dan Air Bersih 10.57% 19,16% 1,43% 1,39% 1,47% 
5 Bang unan/Ko netruksl 9,00% 11,90% 3,73% 3,61% 3.57% 
6 Perdagangan, HoIeJ dan Restoran 20,15% 16,41% 29,04% 31,72% 32.64% 
7 Pengangkulan dan Komunikaai 13,39% 12,35% 1,83% 1,83% 1,82% 

8 
Keuangan, Parsewaen dan Jasa 
Perusahaan 20,24% 21,99% 3,56% 3,78% 4,07% 

Q Jaaa-Jasa 0,87% 6,66% 13,01% 12,61% 11,80% 
Produk Domê lk'ReQloriai Bruto . .13,36%; 13,14% 00,00% ^ 100,OQ%; 
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I 

Graflk3,1. 

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB ADHB 
Qfoas RpQlonM t>omnttc Protfucfii CumntMarkutPriem 

2005-2007 (Juta Ruplah) 

OHAFIK PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB/Û HB 2OD0-2OOT 

Darl tabef distribusi parsentasf peianan seklorul terhadap 

pembentukan PDRB menurut ADHB tahun 2007, terlihat kompoeisi 

sektor yang mempunyai peningkatan tertesar terhadap PDRB 

Kabupaten Lamongan tidak mengatami perubahan yang cukup 

berarti dari lahun 2005 sampai 2007. Tepi pada lahun 2007 sektor 

li&tek, gas den air bersth mengaiami pengingkatan yang sangat 

besar yaitu 8,59 % . (10.57 % pada lahun 2005/2006 dan 19,16 % 

pada tahun 2006/2007). 

94 
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Untuk Bektor pertambangan, industri pengolahan, 

perdagangan. pengangkutan, dan sektor jasa yang mengaiami 

penumnan Pemerinlah Kabupaten Lamongan semestinya dan 

selayaknya memberikan prioritas pengembangan dan upaya-upaya 

yang mendukung bagr menFngkatnya pendapatan di kedua sektor 

mi. Regulasi dan kebijakan -kebijakan yang ada dan diberlakukan 

selayaknyalah memberikan pengaruh yang kondusif bagi investasl 

di sektor ini dimasa mendatang. 

Sedangkan untuk sektor pertanian walaupun memberikan 

kontribusi paling besar lap! kenalkannya paling rendah dibanding 

sektor-sektor lain pada kurun waktu 2005-2007 sebesar 2,96%. 

Salu sisi. hal tersebut sesual dengan kondisi geografi Kabupaten 

Lamongan, juga dj&isi lain bahwa dapat dikatakan kabupaten 

Lamongan perTu untuk meng optima Ikan fungst Iahan pertanian yang 

ada aehingga sektor pertanian in) mampu memberikan pencapaian 

hasif yang memuaskan difahun berikutnya. 

Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian antara lain 

disebabkan semakin menurunnya Iahan pertanian akibat darl 

beraili fungal ke Iahan non pertanian, rendahnya kenaikan 

produktivitas dan mutu komoditas pertanian, dan rendahnya 

kemajuan dan akses petanl terhadap sumber daya produksl. 



Sememara dari angka Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) atas dasar Angka Dasar Harga Konslan (ADHK) dari tahun 

2005 sampai dengan lahun 2007, seiama kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir masing-masing, Rp. 3.883.701.78 (tahun 2005). Rp. 

4.092.914.89 (tahun 2006) dan Rp. 4.328.739,32 (tahun 2007) . 

Tingkat pertumbuhan dari tahun 2005 ke tahun 2006 adalah 5,39 % 

dan tahun 2006/2007 sebesar 5,76%. artinya percepatan 

pertumbuhannya dari tahun ketahun mengaiami peningkatan 

sebesar 0.37%, Rincian persektor PDRB ADHK untuk tahun 2005 

sampai dengan tahun 2007 adalah Tabel 3.. 

Tabel 3.3, 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

Gross Regional Domestic Product at Constant Market Price 

2005 - 2007 (Juta Ruplah) 

sakiof':' • . sakiof':' • . 
2003? • 20D7"' • 

1.812.097.08 1 Paciaman 1,734 sâ ,b6 1 764.039.98 
• 20D7"' • 
1.812.097.08 

2 Perlambxngan dan Penggaltan 7759.12 8.152.81 8 633.83 
3 Indusiri Pengolahan 209,826.03 229.562,96 245 692.73 
4 Ustrik, Gas dan Air Bersih 48.225,67 60.369,23 55,158,00 
5 Bangunar/Konatru kal 130,557,66 136.460.37 144,306,54 
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1094,083,22 1.206.927.16 1324.106,32 
7 Pergangkutan dan Komunikasi 63.667 2B 66.986.23 71.243,68 

8 
Keuangan, Perseuvaan dan Jasa 
Penjsahaar 141.942.93 157.273,43 178.526.00 

g Jasa-jasa 453.251.13 473.142,67 488 974.87 
Produk Domtstlk Reglorial finite 3.883.701.T8 4.092^14.89 4.328.739,32 

9^ 
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Tabel 3.4, 

Pertumbuhan dan Konb-lbusl PDRB ADHK 

Gross Regional Domestic Product at Constant Market Price 

2005-2007 (Juta Ruplah) 

, : ^ E y ^ i ^ t R r t « B i n 3 ? P ! | 

. '-HeW .2000^.;, 

rl..-- •ery".^-!• *• '"'2007 • 

1 r - . f . i 1 . 1 . - • 2,72% 44.66% 43,09% 4' . 

2 Partem bangnn dan Penggalian 5,07% 5,90% 0,20% 0,20% 0,20% 
3 Industri Pnngol.ihan 9,51% 7,03% 5,39% 5,02% 5,08% 
4 Lislrik, Gas dnn Air Bsrslh 4,44% 9,5'% 1,24% 1,23% 1,27% 
5 Bangu nan/Kon Biruksi 4.52% 5.75% 3,3S% 3.33% 3,33% 
6 Perdagangan. Hotel dan Rasloran 10.31% 9.71% 28.17% 29,49% 30.59% 
7 Pengangkutan dsn Komunlhsi] G.38% 6.38% 1,63% 1,04% 1,66% 

8 
Keuangan, Penawaan dan Jasa 
Perusahaan 10,S0% 13.51% 3,84% 3.84% 4,13% 

9 Jasa-Jasa 4.39% 3.35% 11.69% 11.56% 11,27% 
Produk Doipntik Regional Bruto 5,30% 5,76% 100,00% 100,00% 100,00% 

Grafk 3.2. 

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB ADHK 
Gro33 RsQicnafOonmtJc Product at CumntMsfHet Pries 

2005-2007 (Juta Ruplah) 

GRARK PDRB BBRDASAR HARGA KONSTAN 2D05-2007 

50.00% 
45,00'-'/fl 
40,00% 
35.00% 
30.00% 
25.00% 
20.00̂  
15,00% 
10.00% 
5,00% 
0,00̂ . 
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Dari tabel di atas tarriDak bahwa PDRB Sektor LIstrik, Gas 

dan Bereih mengafami pertumbuhan yang sanaat besar 5,07 % 

dari tahun 2005/2006 (4,44%) dan 2006/2007 {9.51 % ) , 

Selein Liatrik, Gas dan Air Bersih, sektor keuangan, 

persewaan dan jasa juga mengaiami percepatan peningkatan 

pertumbuhan sebesar 2 , 7 1 % dari tahun 2005/2006 meningkat 

sebesar 10.80% dan di tahun 2006/2007 meningkat sebesar 

13.51%, Sedangkan sektor pertanian, pertambangan, 

Bangunan/Konstruksi dan pengangkutan mengaiami peningkatan 

kurang dan 2 % . 

Justm pada sektor indushi pengolahan, perdagangan dan 

jasa mengaiami penurunan. Dan ini perlu menjadi perhatian serius 

Pemerintah Kabupaten Lamongan, karena he 3 sektor ini memllik! 

peran strategis untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. 

2. I N F L A S I 

Sementara inflasi PDRB pada tahun 2005 sebesar 7,18 % , 

dengan inflasi terbesar ada dl sektor pertambangan dan penggalian 

yaitu sekitar 15,72 % , sedangkan inflasi terendah adalah sektor 

Jistrik, gas, air bersih sebesar yaitu 1.79 %. Sektor Pertanian yang 

merupakan sektor primer mengaiami inflasi yang tidak begrtu besar 

dibanding dengan sektor lain yaitu sebesar 5,99 % . 

Pada tahun 2006 inflasi naik menjadi 7,59% , tertlnggi 

dialami sektor perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 8,92% 

tuain dari tahun 2005 (9,06 % ) . Untuk Inflasi terendah adalah sektor 
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bangunan/konstruksi sebesar 5,14 % turun dari lariun Bebelumnya 

eebe&ar 9,44% Khusus untuk sektor lislnX gas dan air bersfh 

mengaiami Kenaikan yang sangat signifikao sebesar ieblh darl 

227,37 % dimana pada tahun 2005 inflasi pada sektor Inf adafah 

sebesar 1.79% dan pada tahun 2000 menambus angka 5.86%. 

Tabel 3.5, 

JnflasI PDRB Tahun 2005/2006 Kabupaten Lamongan 

No ' aoos 2006* 
Proaanlata 
3000-2006 

1 Pflrlanan 5,9S 6 87 14,69 
2 Psrtambangan dan PengoaHan 16,72 7.31 •63.50 
3 Prduxn P«ngol0f>an 572 a.68 51,75 
4 Listrk. Ga» dan Air Boraih 179 5,86 227,37 
5 Konatrukai 9,44 5 14 -45 55 
6 Perdagangan 9,06 892 •1,55 
7 Angkutandan Komurfka* 11,59 7,60 •34,43 

8 
Keuangan, PorBewaar dan 
Jaaa Parusahaan 4,32 8.52 97,22 

9 Jaaa-jaaa 5.99 5,25 -12,21 
7,ie 7,59 5-71 

Inflasi PDRB Tahun 2006/2006 Kabupaten Lamongan 

aruhi hnftiri ̂ d u tahun sao«-iaor 
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B. Proyeksi Pertumbuhan 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk 

mengevaluasl perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di 

diauatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran 

tentang pertumbuhan ekonomi secara rill, maka digunakan angka 

PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi 

dapat dihltung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengar) dengan 

tahun sebeiumnya. 

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan 

berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar 

Harga Konstan (ADHK) dalam periode tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2007 jha dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dan Jawa Timur disajikan dalam Tabel berikut 
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Tabel 3,8. 

PerberKUngan Pertumbuben Ehonotni 

Produk Domestik Rsglonil Bruto (ADHK) Tahun 2005- 2007 

(Juta Rupiah) 

S E K T O R 

r r V 
- - 1 — — 

L A M O N G A N 
1 . - ' 

RTUMBUHAN BCONOMI (%) 
S E K T O R 

r r V 
- - 1 — — 

•v2ooe ?007: •, 

I.FtatviOn in 3.00 I 3.40 — ^44 

2- pailvnbangtn dan 
k3l AST Bse 10,30 -4.4B 1,90 3.20 

3. inddtft PvnooMhan 4M 6,61 4,«1 105 3.3fi 13B 4,63 4.00 
4. LiMili,BWdHialrbndi — n r 4.44 fl.SI 172 4,07 6,40 
5. KwvlnMI 1.04 4,» 5,75 L M i4e 1,4* 7,4* 7,34 

B P«^d•oana•1 ,̂ ho(*l dan 
Ftaatorin 10,31 6.71 0,20 6.15 B.U fi.BB 8.50 0,10 
7, PanQanDkuUn don 
KomuMwl 6,30 B.» fl.TT (.00 B.77 I3 ,u 13.07 1310 
B Kauvigan, 
PiiMwufi j a u Paruaalwri 17.26 10,H 13.51 B.M 7,32 7.4B 7,70 7.12 5, BO 
B J a a t ^ M B.B7 4 ,» 3,3S 3X4 ^.23 5,27 6,16 6,20 

F>RODUK DOHESTIK 
REOIONAL BRUTO 

B.0« 8.39 5.76 W4 MO 0.01 1 0 0 s.eo 6,60 

Dah Tabel di atas tampak bahwa walaupun dari tahun 2005-

2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan masih di bawah 

pertumbuhan ekonomi Jawa "Hmur namun tahun 2005 pertumbuhan 

Kabupaten Lamongan telah melampeut pertumbuhan ekonomi 

secara nasional. Tapi pada tahun 2076 berada dibawah 

pertumbuhan ekonomi nasional, tapi pada tahun 2007 sudah 

kemball diatas pertumbuhan ekonomi nasional, 

Dari tahun 2005 sampai tahun 2Q07 pertumbuhan ekooomi 

Kabupaten Lamongan terus mengaiami kenaikan, berdasarkan 
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PDRB (ADHK) Tahun 2005-2006 sebesar 5,39% dan Tdvin 2006-

2007 sebesar 5,76%, 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ind'ihalor untuk 

mongevaluaai perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi dl 

disualu daerah pada periode lertenlu. Agar diperoleh gambaran 

tentang pertumbuhan ekonomi secara rill, maka digunakan angka 

PDRB atas dasar harga konslan. Angka pertumbuhan ekonomi 

dapat dihltung daii perubahan nilai Produk Domeslik Regional Bruto 

(PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan dengan 

tahun sebeiumnya. 

Tabef 3 J . 

Skenario Proyeksi PDRB ADHB Tahun 200S - 2009 (Juta Ruplah) 

Soklor 
' P/oyehsl- . 

Soklor 
2C0S . zqoo, 230?:^;;. 

1 ^eitan];jii 2.3G7.6tiJ,06 2.543.452,46 2 yil 5i2,2'j 

2 
Pertambangan dan 
Penggeiian 

14.678.12 lfl.775,1£ 18.536.57 20.691,51 23 096.96 

3 ilFiduBlri Pengolahan 274.012,81 326.138,18 369,854.47 42G.994,C;: 499 777,3£ 
4 UUrlk. Gaa der Air Bersih 75.681,04 83.680,26 99.728,41 114.554.01 l3l.5B3,5f 
S Bengunan/Konstnjks 187.702, H 217.275,12 243.130.et 268 632.1:: 29g022.t>; 

e 

T 

Perdaganen. Hotel don 
testoran 

1.588 442,87 1.9D8 565,89 2 221 828.48 2,628. D53,9( 3.108.551.07 e 

T Tengangkatan dan 
<omurukael 

97 14C,6J 110.15176 123.753,47 139.fl7e,2« 157 652.3E 

6 
<euargan, Persewaan dan 
rase Perusahaan 

1B8.0Se,0E 227.234,49 277.136,85 336.721,26 408.601,69 

G Jasa-jasa €90.485,23 758,62373 809,149,10 876.018.55 948 414.21 
. ̂ Produk DomeslLK 

Rsgional Bruto 
6.018,138,78 

7T7—^: 
.G.eoiS30,68 

— — ' .' 
7,709,217 JtO e.73l.BlB.5D 
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Tabel 3.8. 

Skenario Proyeksi PDRB ADHK Tahun 2008 - 2009 (Juta Ruplah) 

u 
Tahtjn ' ••• ' piioi€^«i. , : a u 

2006 sqcfi" ..2008; ; V 
1 Pertanian 1.734 686,56 1.764.039,96 1 812 097,08 1.852 110,03 1.893.008,14 

2 Pertambangan dan 
Penggalian 

7.753,12 0.152,81 8633,83 9.107,67 9.607,30 

3 Industri Pengolahan 209.626.03 229 562,96 245692.73 268.007.84 2S8 002.71 

4 
Llalrrk, Gaa dan Air 
Bersih 

48.225,87 50.369,23 55.153,00 59.005,87 63 122,13 

5 Ban g unan/Kn nstriiksi 130.557,65 138,460,37 144.306,84 151.717,72 159.50S.18 

A Perdagangan. Holel 
dan ResEoran 

1.094.083,22 1 206 927,16 1.324.106,32 1.456.668.50 1.602.502^ 

7 
Pengangkatari dan 
Komunrkasi 

63,567,28 66.986,28 71.243,66 75.423.68 79,848,74 

a 
Keuangan, 
Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 

141.942,93 167.273.43 178.526,00 200 229,05 224.570,50 

g Jssa-jasa 453.251,13 473.142,67 488 674,87 507 885,52 527.527.52 

Produk DomesUk 
Regional Bruto 

3.683:70176 4.692.914,83 4,328J39»32 4:570J13B,8S 4,824789,38 

Skenario Pertumbuhan Ekonomi tersebut di atas disusun 

dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara nasional, 

niiai tukar ruplah terhadap dolar, siluas) poiitik, keamanan dan arah 

kebijakan pengembangan investasl daerah, 

Di samping itu, tingkat inflasi PDRB di Kabupaten Lamongan 

temyala sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 temyata 

menunjukkan grafik penurunan, dari tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu 

7,18 % menjadi 7,59 % , 

una I RKPD Tahun 2Q09 Kabupaten Lamongan 
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inflasi lahun 2006 sebesar 7,59 % masih menduduki level 

dlingke satu digit merupakan inflasi yang sangat baik. Hal ini yang 

menjadi tantangan dan ancaman bag) Pemerintah Kabupaten 

Lamongan untuk memngkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Komodrtaa penting yang menyumbang terjadinya inflasi 

tersebut antara lain minyak tanah, benain, Angkutan umum dalam 

kota, beras dan solar. Serta dipicu oleh adanya beberapa kebijakan 

Pemtrlntah yaku kenaikan Tarif Deiar LlaUlk, talakomunikasi dan 

gas elpiji. Selain itu hari-hari beaar yang hampir bersamaan juga 

Ikut menjadi pemlcu terjadinya inflasi. 

Darl pertumbuhan Infltii PDRB dan IHK diharapkan tidak 

berpengaruh buruk pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Lamongan sehrrigga menjadi lebih baik darl tahun sebeiumnya. 

Sahlngga tingkat pertumbuhan akonomi dlmaaa mendatang Ieblh 

manlap dan nremberikan dampak yang optimal terhadap 

peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan 

pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. 
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tX Proyeksi Sosial Budaya Daerah Tahun 2009 

A. Sumbar Days Manusta Dan Kependudukan 

Angka Pertumbuhan penduduk yang berada Oi Kabupaten 

Lamongan dari tahun 2005-2006 tersusun sebagaimana dalam 

tabel berikut bawah InL Pertumbuhan penduduk ini mendeskrlpsikan 

komposisi penduduk berdasar jenis kelamin atau sex ratio, 

sehingga diharapkan program pembangunan dl Lamongan Juga 

dapat tercermin dalam kesetaraan gender Oeri total penduduk 

pada tahun 2008 terdapat penurunan sebesar 0.22% dibanding 

tahun 2005. 

Penurunan Ini terjadi pada jumlah lakHakl dan perempuan 

sebesar 1,854 dan 1.227 orang.. Penurunan Jumlah penduduk di 

lamongan Ini menunjukkan program keluarga berencana/ sejahtara 

telah berhasll, (label 9) 
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Tabel , 3 9 
Penduduk Menurm Jenis KcLunin dan R i i i o Jenis Kelamin 

Number of Populasion by Sex anJ Sax ratio 
2006 

KeeaaaUn / Lak^ lak l 
/ 
I 

Perempucin 
/ 

Jumlah/ Ru1o/5ax 

fj/jtr 

Perempucin 
/ 

Total Ratio 

(11. bukflCIIM 10JP76 10-875 inn QT 

xm n i — L i 11.454 11.674 I T 1 H-B 

23.128 91,12 

03. Ngimbug 23.039 U 1 X X 

22-854 
X f 4 r v T 

45.193 1 nn s i 
J l X X^ l_ 

04. Sambong 25.662 1 ^ X v l 

25.597 
f a H f n 

51,259 
• A A TM 

100,25 
05. Maniup 22.894 22,974 45.868 A A < * 

99,65 
G6. Keinbvigbthu 26.193 25.983 52.181 100,83 

07. SugiD 32.003 32-151 64.154 l l A t t 

99,54 
08. Kcdii^igpring 31.984 33.IT7 64.111 99.55 

09. Modo 23,773 25.519 ^ a 4 J-HI 

51.362 
1 AA H 

100,72 
V A X i a. -L 44.384 44.300 88,684 100,19 
• a n a 

11. Pucuk 26,790 26.831 53.621 99,85 

12. Sukodidj 28.167 21.640 56.807 91,35 

13. Lamongan 33.045 33 653 66.698 A B I A 

91.19 
14, Tikung 1 4 a X A 

21-140 1 M 2 7 42167 i AXL A^ 

100,06 
15. Sanrejo 12,703 12.668 23.373 I AA AA 

100,29 
10. LWKei 22.984 H I A r t 1 

22.921 45.905 1 A A A - r 

100,27 
1 /. <jlagui 23,720 H H 

23,610 47,330 100.4^ 

.8. Karangbmangu 21S99 21-856 43,765 100,15 
19. Tmi 2&609 26,630 53239 99,92 

20. KaUtengah 11,233 18,379 36,612 9 9 J 1 

21. Karanggeneng 2 3 7 9 7 24.131 47.928 98,62 

b3C|LllTllll n x n JJ.D/D 
23. Madunii 21.872 21.960 43,832 99.6 

24.La«B 27.183 27.420 54.603 99.14 

U.Solokuo 13-068 22.870 45.938 100,87 

26. Piciran 45.477 45.437 90.914 100.09 
27. BrondoiiH 35.232 33.B20 71.052 9B.36 

Jumliih/rofa/ 694,143 695.910 
UVD.05 

3 99.75 

TakaM/Yssf 2M5 *»5-»»7 
1J93.13 

4 99 

Tapi ada hal khusus yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu 

data yang menunjukkan jumlah penduduk yeng masuk ke lamongan 

lebrh kecil dari yang keluar. Pada lahun 2006 jumlah penduduk 

yang masuk ke lamongan sebesar 30.991 orang menunjn 34,71 % 
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dari tahun 2005 sedangkan jumlah penduduk yang keluar sebesar 

17.064 atau meningkat 232,37 % dari tahun 2005. 

Besarnya jumlah penduduk yang masuk sebagai dampak posisttf 

alas pertumbuhan ekonomi Kabupalen Lamongan, yang 

menciptakan peluang usaha dan aktlvitas perdagangan dan Industri. 

Tapi besarnya laju pertumbuhan jumlah penduduk yang keluar 

sangat mengkhawatlrkan (Ieblh dari 200%). Dan ini perlu diteliti 

lebih Jauh, apakah mereka adalah penduduk lamongan yang kalah 

bersaing dengan pendatang atau pendatang yang keluar karena 

tidak puas dengan tlnggal di lamongan. 

Hal Ini kalau tidak diantisipasi atau dlpersiapkan dengan matang 

akan menimbulkan masalah baru, yartu kelebihan jumlah penduduk, 

khususnya di Kota Lamongan atau semakin tersingkimya warga 

lamongan. Hal Ini yang bIsa dilakukan anara lain dengan penataan 

RT/RW/RK yang baik, fasilitas pendldikan, fasilitas kesehatan, dJI. 

Pertumbuhan jumlah per>duduk yang masuk yang demiklan pesat 

harus diimbangl dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus serta 

kemampuan SDM lamongan yang proferslonal, yang secara umum 

akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lamongan dan 

mengurangi jumlah penduduk lamongan yang mencari mata 

pencaharian dlmluar lamongan. label, 10, 

4 

w 
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7RbDl,3,lO. 
BaoyaknyH Migrâ i Penduduk dirinci Menuml Dalang/Pmdah 

Number of Mgrailvn According to the Sex 
2 0 0 « 

Mi DTUi/ ktigralion Angka 
L J ' I J 

MigrasV 
MlgraliDd 

NaOD Awriv/tl 
Pindah/ 
CJDi^iJi .tmr 

Angka 
L J ' I J 

MigrasV 
MlgraliDd 

NaOD 
IDU 315 

02 Bluluk 410 ??1 159 

4 1J 1 9 

04 S&iiib0i\ff n TT 
ill ^ IV AO 1 HV J 

06 Kpmhanohahii Wo 77n 1 JU 366 
07. Sugio 4U / r J j > I S I I 

01 KodunsDrlDB 150 04-B 3B 
09 Modo JDJ M I 

10, Baboi LilJ 040 US 
11. Pucuk TDM 044 141 
12 Sukodndi 1 1 D1 L Inl OJL saw 

1 VUl M l 

14 TikiHur oil 479 M l 
MM ti Sariroia 643 400 

16 D«ke( 743 ~JJF 
J J H D 1 H «17Q 

I S IC*riuuhLHaHM*H 772 M l 
MH 19. Turi U22 

1 in? 0(u —ft w 
21. Karanggeneng 1370 571 
Z Z - S C L B I U 1331 574 757 
23.Madunn 813 5*4 3t1 
24. Laren 1166 506 660 

25. Salokuru 933 274 6 1 1 

26. PKinn 2I2L 728 1393 
27. Broddam 47J6 280 4476 
Juulab/rfwr 30,991 17-064 13,927 
TahuaiYrar 1005 47,461 5.134 42,33 
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B A B IV 

K E B I J A K A N UMUM A P B D TAHUN 2009 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2009 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Peratiiran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tangga! 15 Mei lahun 2O06 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr 

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2009 meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan 

belanja, dan kebijakan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut: 

4,1 Kebijakan Pendapatan 

Dalam upaya untuk mencapal pengelolaan pendapatan daerah 

yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebyakan peningkatan pendapatan 

daerah. Kebijakan tersebut borfokus pada peningkatan dan optimalisasi 

Pendapatan Asii Daerah (PAD) khususnya pada penerimaan pajak dan 

retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai 

sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan 

kemandirian pembiayaan pembangunan daerah, yang Juga merupakan 

komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalKan dan terus 

ditingkatkan penerimaannya, Hal ini mengingat sumber penerimaan lain 



dalam APBD masih sangat tergantung dari kemampuan keuangan 

pemerintah pusat. 

Pada Tahun 2006 Pendapatan Asll Daerah (PAD) diproyeksjkan 

mengaiami kenaikan sebesar 25.67 % dibanding dengan tahun 2007. 

Dan pada tahun 2009. Pendapatan Aslr Daemh drproyekslkan mengaiami 

kenaikan sebesar 6.16% dibanding dengan tahun 2008. 

1. Pendapatan Daerah 

Table 4.1. 
Ringkasan Pendapatan 2007 • 2009 

No Pendapatan R H I I M I I 2007 200B 2009 
Pendapatan Provatol Provekal RP J H Provafcil ProvakBl RPJM 

[ 
1. 

Pendapatan 
All] Daerah 43.411.1T1.MO 54,554.403^24 37,4*5-393.847 57.913-121,917 40-104-714.094 

•a. Dana 
Perlmbangan 

44Q-9U.7S4-570 762-7Za.75Zaf5 420.945,41 T.7fl* 744.243,395.340 45.201,348-2375 

DAU 540.603.000.000 599.292.3aO.CX)0 570.559-605.000 599,292,360,00 59.900.7565.250 
Z2 DAK S9B62SX/GSXX1 75.97Z00OZX)O 75.972.000.000 

2J 
Bagi Hosi! 
Pojok dan Non 
Poiofc 

40.451.756-570 54639.688-000 28.532.901361 59.ii623i.nnn 29.959.546.429 

24 Perlmbangan 
Pro Din 32.616.684695 21872903425 31,062.784.340 22.966.550.696 

3. 
Pandapolah 
Lain-la In Vang 
Sah 

5250.520.400 

4. tantuon 48.500.000 

JUMLAH AS4.3a7.»4ai70 ai 7.277.43*^1 458^30.805.433 «29.45S.S37.S57 492120.394.449 

Pari tabel diatas diperoleh Infomnasi bahwa pendapatan daerah 

pada tahun 2008 drproyehsikan mengatamf kenaikan sebesar 19,43 % 

dlbandir>g dengan tahun 2007. Dan pada tahun 2009. Pendapatan daerah 

diproyeksikan mengaiami kenaikan sebesar 6,16 % dibanding dengan 

tahun 2008-

rv-z I AKPDTatKinzooeKatoupitonLamenoM 
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Sedangkan, apabila ditinjau dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah fumlah largel pendapatan Kabupalen Lamongan berbeda 

sebesar Rp 137.335.141388 dari proyeksi pendapatan 200S (Lebih besar 

proyeksi reaflsasi darlpada target RPJMD). 

Sedangkan untuk target PAD Kabupaten Lamongan bert>eda 

sebesar Rp 17.806.407.823 darr proyeksi PAD 2009 (Lebih besar 

proyeksi roalisaei daripada target RPJMD). 

4.2. Kebljakmn BeUnJa. 
' , ' p 

Dari tahun ke tahun kebijakan pembeianjaan pemerintah Kabupaten 

Lamongan tarus meningkat, tahun 2007 total belanja sebsar 

Rp, 792.753.968.292,-, tahun 2008 sebesar F^, 830,16 1 7 6 9 . 4 4 1 -

meningkat 4,72%, dan tahun 2009 sebesar Rp. 1057,831,221.170 

meningkat sebsar 27,42%, LIhat tabel 4.2. 

label. 4.2 
Belanja Daerah Tahun 2007 - 2009 

No URAIAN APBD 2007 Apeo ZOOB APBD 2009 

Kvntlhin 
rPonuruninl No URAIAN APBD 2007 Apeo ZOOB APBD 2009 2007-

2008 
2006-
2009 

1. BELAMJA TIDAK UNQSUNG 462 222243.917 495.347.9SC.541 537,529.271,000 7.17% 8.52% 
1.1. B«l«*i Psoasii 356.745.681.778 , 388.152 * 9 ̂ 54̂  426000.000.000 6,80% 10.27% 
12. Betania Bijnoa 29271.000 29.271,000 29.271.000 0.00% 0.00% 
13, 6.971.800,000 
14, Belania HiQah 16.616.000.000 33.235.17C.000 38,000.000,000 97.65% 6,31% 
1,5, Belan|a Bantuan Sosial 38,013850,000 20.634.376.000 21,000.000,000 42.70% 1.77% 

1.6. 
Belanja Bagi Hasil Kxpada 
Pemerinlah DM« 1.492.293.000 1.920.968.000 2.000.000.000 28,73% 4.11% 

1.7. 
Bfiianp Bvnuin Ksuangan 
Keptds Pemsrrtah Dê  42902.012.000 49.875.871.000 60.000.000.000 16.25% 0.25% 

1.8. BiMi T1d*T«eduoa 1 252.336 139 1.500,000000 1.500.000.000 19,78% 0,00% 

rV-S I RKPO Tahun 2009 Ksbupalan Lamongan 

http://495.347.9SC.541
http://33.235.17C.000


Lanjotan Tabel. Tabel 4.2 

No URAIAH AP602007 APfiO2009 

Kenalkin 
1 Penurunan) 

No URAIAH AP602007 APeD200B APfiO2009 2007. 
2008 

2098-
2009 

2. BELANJA LANGSUNG 330,536,724,375 334,613,806,900 520.301.950,170 1,29% 55.40% 
2.1. Belan|B Peaawal 29.698.B17.070 29.394.007,660 45.210.331.456 -103% 53,81% 
2.2. Belanja Barana dan Jasa 143.736,649.660 120.433.462.649 191.569.201.094 15,21% 59,07% 
U. Beltfiia Modal 157.101.057.625 184.986.338.401 283.522.417.616 17.75% 53.27% 

JUHUWaOANJA 792.758.968292 830.161.769.441 | 1.057.831.221.170 472% 27.42% 

Dari tahun he tahun Pemerintah Kabupaten Lamor.gan berusaha untuk 

meningkatkan presentaBl belanja langsung (BL), agar sama atau kalau 

bisa melebihi prosentase belanja tidak langsung (BTL). 

Dengan semakin tingglnya BL maka semakin banyak pembangunan dan 

pelayanan yang langsung bisa dilihat dan dtrasakan oleh masyarakat. 

Tahun 2007 presentase antara BL dan BTL adalah 41,69% ; 56.31%, 

tahun 2008 adalah 40.33% : 59.67% dan lahun 2009 49,19% : 50.81 %. 

Tabel. 4,3 
Prosesntase Belanja Daerah Tahun 2(K)7 - 2009 

No URAIAN APBD 3007 APBD 2008 APBD 2009 

I. BELANJA TIDAK LAN(V;ilNG 463.222.243,S17 495.347 960.541 537.529.271.000 
%BTL 58,31% 50,87% 50,81% 

2, BELANJA LANGSUNG 330.536724 375 334.B1380B.9D0 520,301.950 170 
%BL 41,69% 4033% 48.19% 
JUMLAH BaAUA 792.758.968.292 830.181.769.441 1.057831.221.170 

N-41 RKPO Tahui 2000 KaoupaVr Lamongw 



4.3. Kebllahan Pembiayaan 

Per>ggunaan anggaran belanja daerah hams Letap terarah, efisien 

dan efektJf dalam pembeianjaan pembangunan sesuaJ prioritas yang teiah 

ditetapkan aehingga diharapkan bdak akan terjadi defisit anggaran, Jika 

teijadi defisit. pembiayaan yang dilakukan tetap hams mengacu pada 

arah kebijakan pembeianjaan. Defisit anggaran tersebut diblayai teriebih 

dahulu melaliii SIsa Lebih Perhltungan APBD Tahun Lalu yang 

merupakan sellsih lebih resllsasi pendapatan terhadap raallsasl Belanja 

Daerah. 

Dalam menetapkan struktur pembiayaan guna membiayal atau 

menggunakan defisit atau surplus anggaran penetapannya dioptimalkan 

sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 

59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Tabel 4.4. 
Pembiayaan Tahun 2007-2009 

No URAIAN APBD 2007 APaO ZOOB APB020D9 
Kenaikan ( 
2007-2008 

n̂urunan) 
2(10a-2Q09 

t. PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

M. SILPA Tahuo 
Anggaran 
Setolumnya 

66 630.579.005 29.000.000.000 20.541.m200 •56.48% -30.89% 

1.2. Penenmaan Piutang 
Oaerah 

21.870.641,200 20,211,309,600 20.000,000,000 -7,59% -1,05% 

1.3. 
Jumlih 
pMBrimun 
PifflUayaan 

88.501.220205 49.211.309.800 40.041,583.200 -44,39% -18,63% 

I V 4 I RKPO Tahun 2000 Kabuoat̂ i Uraongan 



Ho URAIAN APBD 2007 APBD 2008 APBD 2009 
Kenaikan (Penurunan) 

Ho URAIAN APBD 2007 APBD 2008 APBD 2009 
2007-2008 200B-2D09 

Mm 

1. PENG EL U ARAN 
PEMBIAYAAN 

— 1 

2.1, Pembenlukan Dana 
Cadangan 

r A A A A A A A A A 

5.000,000.000 
E A A A A A A A A A 

5,000,000.000 
4 f f U U \ A A A / M A 

15.000.1X10,000 0.00% 200J]0% 

2.2, Penycftaao Modal 
(Irvestaal) Faerah 

20.051,816.037 HX 0%nA AHA XWL A r AJIA A A A A A A 

25.000.000̂ )00 4,37% -20J)3% 

2.3. Psmbayaian Potek 
Litarg 

41,583200 41.583200 4i.5A3?nn 0.00% 100% 

2.4. Pembenan 0 0 0 0.00% 0.00% 

Z0. • J a . 

Jumlah 
Pingarluiran 
Pvmbiayaan 

AX iU% A atKjs ^ ^ v t a 

34.093.190J3T 36.301,583.200 • M J J ^pgft#% p m H 

40.041,583-200 
A T lOl 

3.74% 10,30% 

3, Pembiayaan NetIo 51503.020368 11931113.560 0 -75.83% rtOO,00% 

4 S1LPA 0 23.393.160 0 0.00% -100,00% 

4.4- Kebijakan Umum APBD Tahun 2009 

Dari fumlah proyeksi ketersediaan anggaran pada tahun 2009 sebesar 

Rp. 829,455.537,557,- . Pemerintah Kabupaten Lamongan mengaiami defisit 

sebesar Rp. 228,375.683.613,-. karena jumLah Pagu Indikatif yang dibutuhkan 

untuk melaksakan program dan kegiatan di tahun 2009 sebesar 

Rp. 1.057.831.221,170." yang terdiri dari Belanja Ungsung (BL) sebesar 

Rp. 520.301.950.170,- (49,19 %) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) 

Rp. 537.529.271.000,- (50,81%). (UhattabeU.5) 

IV-81 RKPD Tahun 2008 K^poianLvnOfiean 



Tabh 4.6. 
Kebijakan Umum APBD 2009 

NO URAIAN APBD 200T APBDZOOa 
Bknim ******** RAPBD 2w» 

(Pn>)ekii RKPD 2009) 

PROSENTASE 
NO URAIAN APBD 200T APBDZOOa 

Bknim ******** RAPBD 2w» 
(Pn>)ekii RKPD 2009) 2007-

2008 
2008-
200B 

1 PENDAPATAN 
OAERAH 73fl.2S0.947.825 617.277.438,221 829,435,937,557 0,55% 1,49% 

1,1 PendvMmAoli 51.3fllfl45115 54.554.663.326 57.013.121.917 e.21% 6.16% 

1,2 Dana Parlmbangar 862289.317.915 730.1D4,0eaO0O 76A.2I1.894.B40 11,03% 4.96% 

1.3 Lam • lam PendapaEan 
Oaerah yang &ah 36.eie.6B4.e9s 32.618.684,895 5.250520 800 8.42% 13,90% 

2 BELANJA DAERAH m7s«.968jai3a 130,161.760441.00 1.057 631,221.170.00 4lfft4 ?Ta?% 

2,1 B«l«n|iTUalt 
Lsngiang 

462.222.243.917,38 405.347.960.541,00 a-i'V XFVL FVT> AAA AA 

537.529.271 .OOaiOO 7.17% 8,52% 

L.t. 
1 > j . f c l ^ j J M 1 [-11-1 

DCW ] ! Langiung 
IVl <U 7?d Vi4. M Vtt tUVl iVi Evi ncn t>n nn 3J0J.JU1.K)U I'UiUU 1.29% 55,40% 

SuplvefDeflalt) 23,393,160.00 (228.371663,613) 

3 PEMBIAYAAN 
DAERAil 

31 Panarlnnan 
PwntikBraan 

ee 501.220 205.11 49.211.309.800,00 40.041.583 20100 44,39% 18,63% 

3.Z PengoUaran 
PMteiayun 34miB9l37,73 38,30106320100 4O.D41.5B3.201D0 3,74% 1130% 

PMnUvunNato 53JO8.02O.3eT,3S tZJOO-TjeJOQilXI 

1V-7 I RKPD Tamil 2009 KaOupolsn Lamongan 
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B A B V 
I 

R E N C A N A K E R J A DAN PENDANAAN TAHUN 2009 

Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan 

merupakan kumpuJan rencana kerja 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) (Kecamalan sudah termasuk) yang terbagi dalam 2 urusan. yaitu 

urusan wajib dan urusan pilihan yang sudah mengacu pada Peraturan menteri 

Dafam Negeri No. 59 Tahun 2007,-

6.1. Rencana Kerja SKPD Tahun 2009 

Untuk melaksanakan kebyakao program prioritas tahun 2009, 

Pemerintah Kabupaten Lamongan membutuhkan anggaran sebesar . 

Rp. 1.067,831,221,170,- atau naik sebsar 27,42% dari tahun 2008 yang 

sebesar Rp. 630.161.789.441,-. Anggaran sebesar ini terdrstribusi ke 31 

SKPD dan Kepala Daerah serta Dewan, Untuk detailnya Ljhat tabel 5,1. 

'v-11 RKPO Tshun 2009 Kabupaten Lamong'in' 



Tabef 5 1 , 
Renca Korja SKPD Tehun 2009 

f 

NO 8KP0 NNAS 
RKPD 2D09 %8KPD NO 8KP0 NNAS • a w 

BTL BL T _ B _ I 

TOW 
%8KPD 

n U urnu T i\ai CCf? n4t\ 

7,063-666,019 
7 nm RRA ni a /-uej,QgO,Ulif 067% 

ri V eti £ ^ 4 J 7 A 

012.5434 r9 
ei2,!rtJ.4i3 006% 

V p v w r v 

1 SakTDtajiat Daerah 7,666.751.820 77.456.BU.C0O 85,123.565,620 8,05% 
2 DInas Pendldikan 270.96̂ ^% MO 63.006.770,700 353,970,369,240 A A JAAX 

33,46% 
3 Dinas Kesehatan 32987 'Jb7b2b 27.903 424.500 60000,482.125 5,76% 
4 RSUDDr Soagiri 8.720 726.073 14.974.0GO.OOO 23 694 726 973 Xk A J PU 

2,24% 
5 m n ' B J A 

PU Bjna Mar̂ a 3.226.926.178 46.956.663,000 50,185589 178 • T JIHJ 

4,74% 
6 PUPw âiran 4 ja/t vvi QVi A.rVD,AM,9£P in i l l Tfl? iwi 

lD.1'il.£D£,UW 
A 1 9Ptf-4DJ. jZ9 2,08% 

7 PU Ciote Kana 3.071,897.752 B f t BAB EJD A n n 

02.824.646,000 
B c one ,4 4 E 
Bb.o9d,445 752 

6,23% 
a 
0 

RAPPFHA 1.935.048,234 11,768.738,000 13 7 03 766.234 1 i<JiJ 'B 

s u. KefnuDungan 3027 086280 9073331 280 A M a i 

il,t»% ID KCapdSKepenUlulan 1 014 Itr? 97S 
1 Vlft-JV£,P' J 

3aSA 330 300 4 67fl Gfl? 975 0,44% 
11 DInas KB dan KS 

11 lbfth# hbr 
A Afl7 ri'̂ iT TAT E 4iiQ jtLT nnn iA flAfi rAA tA7 1,33% 

12 K.Tanaga Kaha n Trans. 1 253353 920 
• .B.*nF. W - J 1 V A V 

2 545 668230 3 799222 150 
V , V M . IMAKW . ,.*V 

0,3Q% 

lJ Uinai rennausinan, KK ft BAA bvi 2.100.930,439 T JIHD ^n aaa 7.479.225200 a con i£0 cm 
9,5oU.iJ0.5J9 

0,91% 
14 D, KebudayeBn dan Wlute A ft4A aa* Aoe £-£aj.uuu-uuu A mc Qoi no'̂  0.39% 
15 Dinas Pemuda dai OR 1 843964,204 7309 700000 9 153 684 204 0,87% 

*b •MBfloang din Lnmsi A ta • p- ~f P A AAA 

1.775.749.663 
AA _AAA T J X •-A_A. 

3.182.714.500 
X e V ^ X l AAA J A I 

4.958.464.163 0,47% 
11 AanaJr oaLpoi rr 1.661.748,714 

B H m% Jm B̂ BB BB H BL 

1.560.532.500 
•B ak pfl JB H J ^ B% J M 

3.222.311.214 U,OUTl) 

ID c*b neon 1.412-172,852 Jb P^P^Pb B% M B BL JB JB 

8393.641,000 
J. jk b BB L̂ ^ B̂  pft 

10,405.813.852 U,HD1« 
la 120.294.911.451 8.291.280000 128.586.191.451 tft i C 4 L 

20 Badan Pengawas t f i i f r A A A 

1 .Q30.046.B99 
A < A B T f i \ Ann 

2,128,750.000 
ft -Ji'd lAA n n n 0,36% 

KsceiiHlHi (tan Kalushm 25,100.942.825 9045.575.640 34 94 8 518 465 
22 Dknas Pandapalan 5 280267 732 2918 373 500 

tr'9 I v . v ' U,UkiV 
fl 198641 232 0,78% 

23 Kanlor Pedilnan fl'U 1R9 Ann 7AA rû tnnn 1 AHA ?A7 nnr 
1 ,OUD.£iJr .uUU 

0,15% 
24 B KaaeooMraian Daerah 1.748.410270 7.500 27-,800 9246,682.070 0,87% 
25 B, Pembeidayavi Mny- 1 A(K Ant iRA Aft 7tn VIA nrvi t VX3£a-iJ 1 1. JOJ 6.68% 
26 K. Aralp dan Perpustakaan 772.802,835 2.069.329,500 2.842,133.335 0,27% 

ndlFIUI IIIUl 111091 lidl rWI I . Oei 77A FiTi 

K i . ' 'a,Uf r 
TVi RTAfinn 
f Jc-i>£0,l>UU 

1 Ant n7i 
l,VJ4,4UJ.U' 1 

2B KPDE 835,048.030 1,809.90'J.OOO 2̂ 44,946,930 A ft*i n p 

0,23% 
29 0 Peitaniar dar Hutan 8.061.795,954 10.500,047.500 18651043,454 1,76% 
30 DParikmvKNautindn 

Petemakan 
3.812.331.501 10,962.785.500 14,795.117.001 1.40% 

31 Kantor Pengelolaan Pasar 1.680.373.228 2.553 569.100 4.333.982338 0,41% 
JUMLAH 537.529,271.000 520.301,950.170 1.057.831,221.170 100,00% 

r-
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Dan ternyata rata-rata pertumbuhan kenaikan anggaran Belanja 

Langsur>g SKPD dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 55.40%. 

Tabel 5,2. 
Kenaikan Belanja Langsung SKPD lahun 2009 

2008 Utulin 2009 Kanalkan (Panuruntn) 
BL BL BL(Rp) BL(%) 

< 

\ Sekretanat Dasrar 34.152,961.01X1 77.456.814.000 43.303,853,000 126,79% 
2 Dinas Penoidlkan 73468.759.000 63006.770 700 9 63B 011 700 129S% 
3 Dinas Ke%hatan 22 470.836.500 27 903424.500 5.432.538 000 24,16% 
4 RSUD Or-Soagiri 11933.962,500 14 974 000 300 3.O4O.O37.5O0 25,47% 
5 PUBnshtoga 41 022.175.000 46.956.663000 5.934.486.000 ft J X *##LP 

14,47% 
A 
V 

P l l Pnwuum 17 707 nrftnnn 
M.XaJMlTiJiM/ 

lO-lf J,A0£JJUU W OkJkJH #bftBJb ML jm Jm 

5.880206.000 4703% 
7 PI 1 r in la kanra 17 IDE OOQ fW* A? R9A RAR nrm 15.338.719,000 3130% 
a 
V 

RAPPFrU 1 NAn VIA iVm 11 TKR 'TR nn.T ^_ M Sm WW ^ M Sk tm jk 

7 108.354 000 152,53% 
Q U. rBUIUDUrgarT A nic 7cn PHP P r i l B ^AR PPP 0,048,245 .UUU 1226.495.000 25,45% 

n. Udpi[ a riû noUOUKoTI n jpa AVI ppp 1 Ben ton ppp 1,547,550.000 73,36% 

11 Oina& KB KS 5.B40.439 000 5.159.487000 •11.66% 
12 KTenaga Kerja n Trans, 1.454.223.600 2,545.868.230 1091,644.630 75.07% 

13 DtfiasPefintkatw.PK 5m56fl.OOO 7479.226.200 1,780.660.200 31.25% 

I I U, rxDuaayHBii (Hn vviSaB 1 177 OAn H) 'iDft Ann iw\ 745.470.000 X X l brihJbX 

43.48% 
I S DnasPamuctadinOR 1662.934 000 7.309 700000 C aj0 Tee I f tAlft 

5 546 766 000 
3»j57% 

1ft Raimahajwi ffnn 1 inrrtdS 1 7in Rid sno 7 ift? 71A son 1.472.100.000 80.06% 
1 7W1 7QT Wl i RAn RR? ROn 200,165.000 14.71% 

ID Call n o o n B ED 4 jVyl AAA 

8.581.022.000 
D.993.041.U0U 412019.000 4.81% 

IS BK5D 8.894,362.000 6.291.280.000 lS03 10?.000; 0.78% 
20 Badan Pengawa* 1.695.750.000 2.128 7ELI000 433.000.000 25.53% 
21 Kecamatan dvi Maahsn 8,431517 000 1.414.05B.640 16.77% 
22 Dinas Pend̂ )atan 2,543 573.500 2.918.3/3,500 374.500.000 14.72% 
23 Kantor Periiinan 1 517.526000 766 045 000 -4909% 
24 e.KepoeaMfaan Deerah 4.170 405.000 7 500 271.800 3.329.366800 79,65% 
25 B. PembentayaenMasy. 2.144.540.000 $8.731308.000 66.585-768,000 3104.90% 

26 K. Arsip dan Pefpustakaan 1.464.312.300 2.0G9.323500 585.017 200 39,41% 
27 Kantor Informasi dan Kom. 666.026.000 732.626,000 66.602.000 10,00% 
28 KPDE 1.117.600.000 1,809.900.000 692.300.000 61,95% 
29 D. PflrtaniandnKulan 6.571.742.000 10.590-047 500 2,016,305,500 23.55% 
30 D, Perikanan, Kelautan dan 

Potamakan 
6.903.187.000 10.982 735,500 2,079.598.500 23,36% 

31 Kanior Pengsloban Paaar 2,410 656,000 2.663 5£9.100 242.933 lOO 10,08% 
JUMLAH 334.eilB08.900 520,301.950.170 185,486,141.270 55.40% 

V5TRKPD Tanun 20U9 Kabupaten Lamongan 
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6.2, Rencana Kerja Menurut Uruun Pemten 59 Tahun 2007 

Dari sisi urusan pemerintahan dapat dilihat bahwa pendistribusian 

anggaran belanja pambarvgur̂ an (belanja langsung) tahun 2009 telah 

sesuai dengan Kebijakan Prioritas Kerja Tahun 2009. Dimana btdang 

infrastruktur medapal porsi terlir^ggi Rp. 104.508.493.000,- (20.09%) 

disusun bidang pemberdayaan masyarakat desa Rp, 97714.610,000,-

(18.78%), pendidikan Rp. 82.704.333,200.- (15,90%) dan Otonomi 

Daerah dan Pemerintahan Umum Rp. 82.016.041940,- (15,76%). 

Adapun pedislribusian anggaran di bidang ke&ehatan sebesar Rp. 

43,058.924.500.- (8.28%). Tabel. 5.3. 

Tabel 5.3. 
-

Rencana Belanja SKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan. 

NO URUSAN/BIDANG ANGGARAN % 
1 URUSAN PENDIDIKAN 82704.333 200 15,90% 
2 URUSAN KESEHATAN 43058.924000 808% 
3 URUSAN PEKERJAAN UMUM 1O45Oe.493.000 20,09% 
4 URUSAN P6RUMAHAN • 69B 000.000 0,13% 
5 URUSAN PENATAAN RUANG 1095.000 000 0,21% 
6 URUSAN PE WNCANAAN PEMBANGUNAN 5.505.438.000 1,12% 
7 URUSANPERKUBUNGAN 6.046245 DOO 116% 
8 URUSAN UNGKUNGAN HIDUP S.087O00.000 1.75% 
g URUSAN PERTANAHAN 0 D.00% 
10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3,656.380.000 0.70% 
11 URUSÂ  PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERUNDUNGANAHAK 
400.000.000 0,09% 

12 URUSAN KELUARGA BERENCWIA DAN 
KELUARGA SEJAHTERA 

3,611.087.000 0,69% 

13 URUSAN SOSIAL 7.903.708.000 1,52% 
14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 2.270 868.230 r~0.44% 
15 muSM KOPERASJ. USAHA KEaL DAN 

MENENGAH 
3,043.628,200 0,55% 
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HO URUSAN/GIOANG ANGGARAN % 
16 URUSAN PENANAMAN MODAL 95G.OOO-000 0 . 1 8 % 

17 URUSAN KEBUDAYAAN 1 . 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0 0 0 . 2 1 % 

IB URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA , 9 . 3 6 9 , 7 0 0 . 0 0 0 1 , 8 0 % 

19 
1 V 

£V 
1IDI fCfiM Pm iTlVf "i 14fi 3 9 7 nOO 19 

1 V 

£V IIRIFRAN OTONOMI DAERAH PFMFRINTAHAN 
UMUM, AOMJNISTRASI KEUANGAN DAERAH . 
PFRANGKAf DAFRAH KFPFOAWAIAN DAN 
PERSANDiAN 

fl? 1 ) 1 6 0 4 1 4 4 0 

D£.U 1 V,V< 1.7lV 

21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 
ft • 1^ ^ • ! r*g* 1^ d̂  d̂  

1.465 SOO.OOO 0 , 2 8 % 

2 2 
1 Fft 1 1 i". £ b d W% I Pft ma. MASS Mil I M M S M W^ M I J S ^W 

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 9 7 . 7 1 4 6 1 0 , 0 0 0 1 8 , 7 8 % 

2 3 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 7 % 

2 4 IJRII'̂ AN KFARRIPAN 1 . 1 7 4 , 3 2 9 . 5 0 0 0 , 2 3 % 

2 5 URUSAN KCMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 , 7 8 6 . 7 5 7 . 0 0 0 0 , 5 4 % 

2 6 
• ••—LB • J*B £ £ d d-L̂ 'H-l •—LB • 1—• M I S M Mil 

URUSAN PERPUSTAKAAN 
ant nnn n/ln fl 1 7 S i \j.>/70 

2 , 1 URUSAN PERTANIAN dn tET tac nnn 

1 0 . 3 6 7,485. UUU 

1,39% 

2 . 2 URUSAN KEHUTANAN 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 0 , 0 0 % 

2 . 3 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA 
I L J I I J C D A I 

2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0 yi AF~I6 I 

0 , 0 5 % 

2 4 1IRI I'̂ AN Pfl̂ lWl̂ flTfl 1,503,000.000 ' 0 , 3 0 % 

2 , 5 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 7 . 1 2 4 . 7 6 5 . 5 0 0 1 , 3 7 % 

2 . 5 URUSAN PERDAGANGAN 2 0 . 0 8 3 . 5 8 9 . 1 0 0 3 , 8 6 % 

2-7 URUSAN INDUSTRI 3 . 7 3 5 . 3 0 0 , 0 0 0 0 , 7 2 % 

2,S URUSAN KETRANSMiGRAElAN 2 7 5 , 0 0 0 . 0 0 0 0 , 0 5 % 

TOTAL ANGGARAN QELANJA 5 2 0 . 3 0 1 . 9 5 0 . 1 7 0 1 0 0 , 0 0 % 



B A B VI 

P E N U T U P 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 merupakan 

rencana tahunan sobagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM)) yang berjangka waktu satu lahun, RKPD memberikan 

gambaran feblh mendetail mengenai program, kegiatan yang akan 

dilaksanakan satu tahun kedepan. 

Indikalor-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan 

kegiatan Juga dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun 

pelaksanaan dapat dlukur walaupun masih bersifat indikatif. 

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada 

RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasf masyarakat. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahui 2009 akan dljadikan 

dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Pemerintah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2009. Diharapkan hasil pelaksanaan pada tahun 2009 akan 

memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan kemantaatan yang 

sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan. 
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